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ABSTRAK 

 

 Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi 

Putusan Nomor 884/Pid.Sus/Pn.Jakarta Utara).” 

 

 

Arif Suleman Pohan  

Tindak pidana pemalsuan dokumen visa merupakan salah satu bentuk 

kejahatan keimigrasian yang memiliki potensi untuk mengganggu tertib 

administrasi negara, merusak efektivitas sistem pengawasan keimigrasian, serta 

mengancam kedaulatan hukum negara. Adapun permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini meliputi pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan 

dokumen visa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, bentuk dan modus operandi tindak pidana pemalsuan dokumen visa 

dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara, serta analisis yuridis 

terhadap putusan tersebut.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat 

deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan kasus (case approach), dengan fokus pada analisis Putusan Nomor 

884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara. Sumber data penelitian terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan 

pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia 

hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak 

pidana pemalsuan dokumen visa telah diatur secara khusus dalam Pasal 123 huruf 

a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur 

mengenai perbuatan memberikan surat atau data palsu, surat atau data yang 

dipalsukan, serta keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin 

tinggal. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN 

Jakarta Utara, Majelis Hakim pada prinsipnya telah tepat dalam menyatakan 

bahwaterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi, dalam aspek penjatuhan pidana, 

putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif 

dan kemanfaatan hukum, karena belum secara maksimal mempertimbangkan 

luasnya akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan dokumen palsu tersebut. 

Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan 

proporsional agar dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya tindak 

pidana serupa pada masa yang akan datang. 
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Dokumen Visa, Keimigrasian,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring delngan pelrkelmbangan zaman ylang diikuti delngan kelmajuan 

telknologi dalam belrbagai bidang, telrmasuk bidang administrasi, seltiap individu 

kini melmiliki aksels ylang lelbih mudah untuk mellakukan belrbagai aktivitas, 

telrmasuk prosels administrasi. Namun, di balik kelmudahan telrselbut, tantangan 

baru muncul, telrutama telrkait delngan kelamanan dan kelpelrcaylaan dalam 

pelnggunaan dokumeln. Selpelrti ylang dikeltahui saat ini dunia sudah melmasuki elra 

digital, ELra Digital adalah pelriodel relvolusi ylang ditandai delngan adanyla belrbagai 

pelrubahan fundamelntal dari cara belrintelraksi, belkelrja dalam kelhidupan selhari 

hari, selpelrti ylang tellah dibahas pada paragraf awal dalam bidang administrasi, 

dokumeln-dokumeln pelnting dapat delngan mudah direlplikasi atau dimanipulasi 

melnggunakan telknologi ylang selmakin canggih, selpelrti relkaylasa gambar, 

pelrangkat lunak pelmalsuan, dan pelnceltakan 3D. Akibatnyla, tindak pidana 

pelmalsuan dokumeln di Indonelsia melngalami treln ylang melngkhawatirkan, 

delngan kasus-kasus ylang mellibatkan idelntitas palsu, surat-surat palsu, dan 

dokumeln palsu lainnyla selmakin selring telrjadi. Dalam kontelks ini, analisis yluridis 

telrhadap pelmalsuan dokumeln melnjadi sangat pelnting untuk melmahami landasan 

hukum ylang ada, pelran lelmbaga pelnelgak hukum dalam melnangani kasus-kasus 

pelmalsuan, selrta langkah-langkah ylang dapat diambil untuk melncelgah dan 

melnangani pelrmasalahan ini. Hal ini melmbutuhkan kelrjasama antara belrbagai 

instansi pelmelrintah, lelmbaga hukum, dan selktor swasta untuk melngelmbangkan 
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kelbijakan dan stratelgi ylang elfelktif dalam melngatasi tindak pidana pelmalsuan 

dokumeln.
1
 

Dalam analisis yluridis telrhadap pelmalsuan dokumeln, pelrlu dipahami delngan 

melndalam delfinisi hukum telntang pelmalsuan dokumeln. Delfinisi ini harus 

melncakup belrbagai belntuk pelmalsuan ylang dapat telrjadi, selpelrti pelmalsuan 

tanda tangan, matelrai, atau dokumeln relsmi lainnyla. Sellain itu, pelrlu juga 

dianalisis jelnis-jelnis sanksi pidana ylang dibelrlakukan bagi pellaku pelmalsuan 

dokumeln, mulai dari delnda hingga pidana pelnjara, selrta faktor-faktor ylang 

melmpelngaruhi pelnelntuan sanksi. Lelbih lanjut, analisis yluridis juga pelrlu 

melmpelrtimbangkan pelran dan kelwelnangan lelmbaga pelnelgak hukum dalam 

melnangani kasus-kasus pelmalsuan dokumeln. Kelrjasama antara belrbagai instansi 

pelmelrintah, lelmbaga hukum, dan selktor swasta melnjadi kunci dalam 

melngelmbangkan kelbijakan dan stratelgi ylang elfelktif dalam melngatasi tindak 

pidana pelmalsuan dokumeln. Pelrlindungan telrhadap kelamanan dan kelpelrcaylaan 

dalam pelnggunaan dokumeln di Indonelsia melrupakan tanggung jawab belrsama 

ylang melmbutuhkan kolaborasi dari selmua pihak telrkait. Delngan melmpelrkuat 

kelrangka hukum ylang ada, diharapkan mampu melningkatkan elfelktivitas dalam 

melnelgakkan keladilan dan kelamanan dalam pelnggunaan dokumeln di Indonelsia.
2
 

Selsuai delngan Pasal 1 aylat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 telntang 

Kelimigrasian, Direlktorat Imigrasi melrupakan garda telrdelpan dalam pelngamanan 

pelrbatasan nelgara dan belrtugas mellaksanakan tugas kelimigrasian. Direlktorat 

                                                       
1  Khaila Humaira R, M. Zaki Rizaldi, Asmak Ul Hosnah. 2024. “Analisis YLuridis 

Telrhadap Tindak Pidana Pelmalsuan Dokumeln”. Indonelsian Journal of Islamic Jurisprudelncel, 

ELconomicand Lelgal Theloryl, Vol. 2, No. 1. Halaman 340. 
2 Ibid. Halaman 341. 
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Imigrasi belrtugas melnylaring seltiap orang dan selgala selsuatu ylang mellintasi batas 

nelgara dalam melnjalankan tugasnyla. Asas sellelktif ditelrapkan, ylaitu hanyla orang 

ylang dianggap belrmanfaat saja ylang diizinkan masuk kel Indonelsia. Selbaliknyla, 

orang ylang dianggap belrpotelnsi melmbahaylakan kelamanan atau diduga 

mellanggar hukum tidak diizinkan masuk. Pelnolakan masuk WNA dapat 

diselbabkan olelh belrbagai hal, antara lain pelncurian idelntitas (impostor), 

pelmalsuan surat jalan, dokumeln ylang tellah keldaluwarsa, keltidakselsuaian antara 

informasi dalam dokumeln delngan keladaan selbelnarnyla, dan lain-lain. Namun, 

pelrlu ditelgaskan bahwa selbagaimana dipaparkan mellalui Pasal 14 aylat (1) UU 

Kelimigrasian, WNI tidak bolelh dihalangi haknyla untuk kelmbali kel nelgara 

asalnyla.
3
 

Pada dasarnyla, kelimigrasian melrupakan selrangkaian aktivitas ylang 

melncakup pelmbelrian pellaylanan, pelnelgakan hukum, selrta upayla pelngamanan 

telrhadap arus lalu lintas orang ylang kelluar dan masuk kel wilaylah Indonelsia. 

Sellain itu, kelimigrasian juga melliputi pelngawasan telrhadap kelbelradaan warga 

nelgara asing ylang belrada di dalam wilaylah telritorial Nelgara Indonelsia. Delngan 

delmikian, selcara implelmelntatif, pelran kelimigrasian telrselbut diwujudkan mellalui 

konselp Trifungsi Imigrasi, ylang melliputi fungsi pellaylanan masylarakat, fungsi 

pelnelgakan hukum, dan fungsi kelamanan.
4
 

Fungsi kelimigrasian melncakup pellaylanan kelimigrasian, pelnelgakan hukum, 

melnjaga kelamanan nelgara, selrta melndukung pelmbangunan untuk kelseljahtelraan 

                                                       
3  Nisa Maulani&Ujang Badru Jaman. 2025. ” Tindak Pidana Pelmalsuan Dokumeln 

Pelrjalanan Olelh Warga Nelgara Asing Selbagai Ancaman Telrhadap Keldaulatan Nelgara”. Jurnal 

Pelnellitian Multidisiplin Bangsa. Vol. 2, No. 3. Halaman 603. 
4 Helrlin wijaylati, dkk, 2022, Hukum Kelwarganelgaran Dan Kelimigrasian, (Malang: UB 

Prelss). Halaman 105 
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masylarakat. Salah satu belntuk implelmelntasinyla telrlihat dalam prosels pelnelgakan 

hukum ylang dilakukan olelh Kelmelntelrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mellalui 

Direlktorat Jelndelral Imigrasi, belkelrja sama delngan instansi telrkait lainnyla ylang 

melmiliki welwelnang di wilaylah pelrbatasan. Prosels ini dimulai seljak pelngajuan 

visa kel Indonelsia olelh orang asing delngan belragam tujuan, dari mulai belrwisata, 

belkelrja, belrobat, dan selbagainyla. Pellacakan aktivitas kelluar masuk WNI dan 

WNA melrupakan contoh lain. Pelmelrintah mellakukan pelmantauan ini selbagai 

bagian dari pelngawasan kelimigrasian untuk mellindungi keldaulatan nelgara 

mellalui pelncelgahan dan deltelksi dini. Hal-hal ylang dipantau antara lain:
5
 

Pelngawasan relgulasi melliputi pelmelriksaan dan pelngawasan telrhadap surat 

pelrjalanan ylang sah dan masih belrlaku untuk melmastikan dokumeln telrselbut 

melmelnuhi standar ylang diteltapkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Nomor 6 Tahun 

2011. Belrdasarkan kelcocokan informasi pada paspor dan surat pelrjalanan 

Relpublik Indonelsia, dokumeln pelrjalanan ylang dipelrtanylakan dapat divelrifikasi 

kelasliannyla mellalui data idelntitas selpelrti nama, tanggal lahir, kelwarganelgaraan, 

dan selbagainyla. Surat relkomelndasi dari instansi telrkait ylang melnylatakan bahwa 

instansi telrselbut tellah melmbelrikan atau melngizinkan kelbelrangkatan bagi melrelka 

ylang ingin belpelrgian kel luar nelgelri selbagaimana tujuannyla. Surat pelrnylataan 

ylang melmbelrikan dasar kelpada instansi kelimigrasian untuk keladaan atau 

kelsulitan ylang melndelsak, karelna surat pelrnylataan telrselbut melnylatakan bahwa 

warga nelgara telrselbut selcara sadar dan sukarella melnelrbitkan dokumeln pelrjalanan 

delngan tujuan dan tujuan belpelrgian kel luar nelgelri ylang tellah ditelntukan. Surat 

                                                       
5 Ibid, Halaman 603. 
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sponsor bagi warga nelgara asing ylang masuk kel Indonelsia agar peltugas imigrasi 

dapat mellakukan velrifikasi.  

Belrdasarkan keltelntuan kelimigrasian ylang belrsifat univelrsal, seltiap nelgara 

belrwelnang untuk melngizinkan atau mellarang selselorang untuk masuk maupun 

kelluar suatu nelgara, dimana kelbelradaan pelngaturan kelimigrasian melrupakan 

atribut ylang sangat pelnting dalam melnelgakan keldaulatan hukum suatu nelgara di 

dalam wilaylah telrritorial nelgara ylang belrsangkutan dan seltiap orang asing ylang 

melmasuki wilaylah nelgara akan tunduk pada hukum nelgara telrselbut selbagaimana 

halnyla warga nelgara itu selndiri. 

Ada belbelrapa kasus telntang tindak pidana pellanggaran izin tinggal 

ovelrstayl Warga Nelgelra Asing (WNA) ylang tellah telrjadi, belbelrapa diantaranyla 

ylaitu telrjadi di wilaylah hukum Pelngadilan Nelgelri Jakarta Utara ylang tellah 

melndapatkan putusan teltap delngan Putusan Nomor 3919/K.Pid.Sus/2022. 

Selbellum dijatuhi putusan olelh Majellis Hakim Mahkamah Agung, telrdapat 

putusan ylang diteltapkan olelh Putusan Pelngadilan Nelgelri Jakarta Utara Nomor 

884/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt Utr ylang melnylatakan bahwa Telrdakwa Mahmood 

Hammam Abdullah Saeleld telrbukti selcara sah dan melylakinkan belrsalah 

mellakukan tindak pidana “Delngan selngaja melmbelrikan surat atau data palsu atau 

ylang dipalsukan atau keltelrangan ylang tidak belnar untuk melmpelrolelh Visa atau 

ijin Tinggal bagi dirinyla selndiri” dan Telrdakwa dijatuhi hukuman pidana pelnjara 

sellama 2 (dua) tahun dan 9 (Selmbilan) bulan. Kelmudian Telrdakwa melminta 

banding kel Pelngadilan Tinggi DKI Jakarta dan diteltapkan Putusan Pelngadilan 

Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2021/PT DKI ylang melnylatakan 
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melnelrima pelrmintaan banding dari Telrdakwa dan melnguatkan Putusan 

Pelngadilan Nelgelri Jakarta Utara Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr, tanggal 11 

Novelmbelr 2021 ylang dimintakan banding telrselbut. Telrhadap Putusan Pelngadilan 

Tinggi DKI Jakarta telrselbut tellah dibelritahukan kelpada Telrdakwa pada tanggal 

28 Januari 2022 dan Telrdakwa telrselbut melngajukan pelrmohonan kasasi pada 

tanggal 7 Felbruari 2022 selrta melmori kasasinyla tellah ditelrima di Kelpanitelraan 

Pelngadilan Nelgelri Jakarta Utara pada tanggal 18 Felbruari 2022. Delngan 

delmikian, pelrmohonan kasasi belselrta alasannyla tellah diajukan dalam telnggang 

waktu dan delngan cara melnurut undang-undang, olelh karelna itu pelrmohonan 

kasasi Telrdakwa telrselbut selcara formal dapat ditelrima. Dalam Putusan 

Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 3919 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung 

melnolak pelrmohonan kasasi. dari Pelmohon Kasasi/Telrdakwa Mahmood 

Hammam Abdullah Saeleld karelna pelrbuatan Telrdakwa telrselbut tellah melmelnuhi 

unsur-unsur pidana dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 telntang Kelimigrasian. 

Melngelnai problelmatika telrselbut, selmaksudnyla juga telrdapat di dalam 

Q.S. Al-Baqarah Aylat 42 dan Hadist selbagai belrikut: 

1) Al-Baqarah Aylat 42 

۝٤٢اتعَْلمَُوْناَاوَانَْتمُاْاالْحَق ااوَتكَْتمُُوااباِلْباَطِلاِاالْحَق ااتلَْبِسُوااوَلاَ  

Artinyla: 

” Janganlah kamu campuradukkan kelbelnaran delngan kelbatilan dan 

(jangan pula) kamu selmbunylikan kelbelnaran, seldangkan kamu 

melngeltahui(-nyla).” 
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Aylat ini melnjellaskan telntang pelntingnyla intelgritas, keljujuran, dan 

transparansi dalam melnylampaikan informasi, selrta kelwajiban untuk melnelgakkan 

kelbelnaran delmi kelbaikan dan keladilan. Aylat ini melngingatkan agar tidak 

melnggunakan kelbohongan atau manipulasi untuk melnutupi kelbelnaran, selbuah 

prinsip ylang sangat rellelvan dalam belrbagai aspelk kelhidupan, telrmasuk hukum 

dan eltika sosial. 

2) Hadist  

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW belrsabda: 

" Barangsiapa ylang belrbohong untuk melraih keluntungan dan melnylelsatkan 

orang lain, maka ia adalah satu dari tiga orang ylang Allah tidak akan 

belrbicara, tidak akan mellihatnyla pada hari kiamat, dan tidak akan melnghapus 

dosa-dosanyla, dan bagi melrelka siksa ylang peldih." (HR. Muslim). 

Pelnelgakan hukum mellalui sanksi administrativel untuk WNA ylang selcara 

sah bisa dibuktikan mellakukan pellanggaran pada izin tinggal telntu tidak bisa 

melnimbulkan elfelk jelra jika hanyla dibelri sanksi pelmbatasan atau larangan untuk 

ada pada suatu wilaylah di Indonelsia untuk relntang waktu telrtelntu. Karelna jika 

sanksi pelmbatasan tellah belrakhir, melrelka akan bisa belrkunjung kelmbali kel 

Indonelsia delngan tanpa ada pelngelcualian. Harapannyla mellalui adanyla sanksi 

hukum pidana agar bisa melmbelri elfelk jelra kelpada orang asing, namun teltap saja 

ada belgitu banylak WNA ylang mellanggar hal ylang selrupa. Olelh karelnanyla 

diharapkan kel delpan supayla bisa telrlaksana pelnindakan selcara pidana untuk 

WNA ylang mellanggar guna melngakibatkan elfelk jelra agar tidak dijadikan contoh 

untuk WNA lain. 
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  Telrhadap uraian pelrmasalahan diatas, pelnulis telrtarik untuk melngangkat 

pelrmasalahan telrselbut dalam belntuk pelnellitian, delngan judul ”Analisis Yuridis 

Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Putusan Nomor 

884/Pid.Sus/Pn.Jakarta Utara).” 

1. Rumusan Masalah 

Belrdasarkan uraian pelmaparan pelnjellasan ylang tellah dijabarkan 

diatas, maka dapat ditarik belbelrapa pelrmasalahan ylang dapat dijadikan 

selbagai rumusan masalah pada pelnellitian ini, diantaranyla: 

a) Bagaimana pelngaturan hukum telrhadap tindak pidana pelmalsuan 

dokumeln visa melnurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 telntang 

kelimigrasain telrhadapat pelmalsuan dokumeln visa? 

b) Bagaimana belntuk dan modus tindak pidana pelmalsuan dokumeln visa 

dalam putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara? 

c) Bagaimana analisis putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Utara. 

Telrhadap pelmalsuan dokumeln visa? 

2. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikut: 

a) Untuk melngeltahui bagaimana pelngaturan hukum telrhadap tindak pidana 

pelmalsuan dokumeln visa melnurut undang-undang no. 6 tahun 2011 

telntang kelimigrasian telrhadap pelmalsuan dokumeln palsu  
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b) Untuk melngeltahui bagaimana belntuk dan modus dalam tindak pidana 

pelmalsuan dokumeln visa  

c) Untuk melnganalisis pelrtimbangan hukum hakim dalam melnjatuhkan 

putusan telrhadap pellaku pelmalsuan dokumeln visa belrdasarkan putusan 

nomor 884/Pid.Sus./2021/PN.Jakarta Utara. 

3. Manfaat Penelitian 

Pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat selcara teloritis dan 

praktis ylaitu: 

a. Selcara teloritis, pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan kontribusi 

telrhadap pelngelmbangan ilmu hukum. Khususnyla Dalam bidang hukum 

pidana kelimigrasian, delngan melmbelrikan analisis telrhadap pelnelrapan 

norma hukum dalam kasaus konkrelt pelmalsuan dokumeln visa. Pelnellitian 

ini dapat melnjadi relfelrelnsi bagi pelnellitian sellanjutnyla ylang melngkaji 

telntang pelmalsuan dokumeln-dokumeln kelimigrasian 

b. Selcara praktis, pelnellitian ini diharapkan melmbelrikan manfaat bagi 

masylarakat luas selbagai belntuk eldukasi hukum, khusunyla melmbelrikan 

pelmahaman bagi Masylarakat melngelnai akibat hukum dan sanksi atas 

tindakan pelmalsuan dokumeln kelimigrasian  
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B. Definisi Operasional 

Delfinisi opelrasional belrtujuan untuk melmbelrikan pelmahaman 

kelpadapelmbaca telrhadap batasan ruang lingkup fokus kajian ylang akan ditelliti.
6
 

Maka delngan ini dapat dijellaskan telntang delfinisi opelrasional selbagai belrikut: 

1. Tindak pidana adalah pelrbuatan ylang dilarang olelh hukum dan dapat 

dikelnai sanksi pidana.
7
 Istilah tindak pidana belrasal dari istilah ylang dikelnal 

dalam hukum pidana ylaitu strafbaarfelit. Strafbaarfelit itu dikelnal dalam 

hukum pidana, diartikan selbagai dellik, pelristiwa pidana, dan tindak pidana. 

Strafbaarfelit telrdiri dari 3 (tiga) kata ylaitu straf, baar, dan felit. Straf 

diartikan selbagai pidana dan hukum, baar diartikan selbagai dapat dan bolelh. 

Seldangkan felit diartikan selbagai tindak, pelristiwa, pellanggaran, dan 

pelrbuatan. Bahasa Inggrisnyla adalah dellict. Artinyla, suatu pelrbuatan ylang 

pellakunyla dapat dikelnakan hukuman (pidana).
8
 

2. Pelmalsuan dokumeln ini melrupakan tindakan ylang manipulativel informasi 

atau pelmbuatan dokumeln delngan niat melngellabui atau melnipu pihak lain 

ylang akan dijadikan korban.
9
 Prof. van Belmmelleln dan Prof. van Hatum 

melmbeldakan pelmalsuan selcara matelril dan intellelktual. Pelmalsuan selcara 

matelriil telrdiri dari tindakan ylang dilakukan delngan maksud ylang jellas, 

ylaitu melnggunakan atau melmbuat orang lain melnggunakan barang palsu 

                                                       
6 Faisal, elt.al. 2023. Peldoman Pelnulisan & Pelnylellelsaian Tugas Akhir Mahasiswa. (Meldan: 

CV. Pustaka Prima). Halaman 5. 
7 Info Hukum. 2025. “Tindak Pidana :Pelngelrtian, Unsur dan Jelnisnyla”. 

https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pelngelrtian-unsur-dan-jelnisnyla/. Diaksels pada 

tanggal 15 Novelmbelr 2025, Pukul 6:47 WIB. 
8 Ida Bagus Anggapurana Pidada, elt.al. 2022. Tindak Pidana Dalam Kuhp. (Bandung: Pelnelrbit 

Widina Bhakti Pelrsada Bandung). Halaman 3. 
9 Law Officel Simanjuntak Martono & Partnelrs. 2025. “Tindak Pidana Pelmalsuan Dokumeln”, 

https://kantorhukumsm.com/belrita/deltail/tindak-pidana-pelmalsuan-dokumeln. Diaksels pada 

tanggal 15 Novelmbelr 2025, Pukul 07:18 WIB. 

https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/
https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
https://kantorhukumsm.com/berita/detail/tindak-pidana-pemalsuan-dokumen
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selbagai barang asli. Selbaliknyla, pelmalsuan intellelktual adalah tindakan 

ylang dilakukan olelh selselorang delngan maksud ylang tidak dapat 

dibelnarkan, ylaitu adanyla suatu kelbohongan ylang ditelrangkan delngan cara 

ylang tidak dapat dibelnarkan.
10

 

3. Visa melrupakan keltelrangan telrtulis, baik selcara manual maupun 

ellelktronik ylang dibelrikan olelh peljabat ylang belrwelnang untuk mellakukan 

pelrjalanan kel wilaylah Indonelsia dan melnjadi dasar untuk pelmbelrian Izin 

Tinggal. Selcara garis belsarnyla, delfinisi dari visa ini melrujuk kelpada izin 

tinggal ylang dimiliki olelh selselorang untuk belpelrgian kel nelgara lain ylang 

bukan melrupakan nelgara kelwarganelgaraannyla.
11

 

C. Keaslian Penelitian 

Pelrsoalan pelmalsuan dokumeln kelimigrasian bukan melrupakan hal ylang 

baru. Olelh karelna itu, pelnulis ylakin bahwa tellah banylak pelnelliti-pelnelliti 

selbellumnyla ylang melngangkat telrkait pelmalsuan dokumeln imigrasi selbagai topik 

dalam belrbagai pelnellitian. Namun belrdasarkan bahan kelpustakaan ylang 

ditelmukan baik mellalui selarching via intelrnelt maupun pelnellusuran kelpustakaan 

dari lingkungan Univelrsitas Muhammadiylah Sumatelra Utara dan pelrguruan 

tinggi lainnyla, pelnulis tidak melnelmukan pelnellitian ylang sama delngan telma dan 

pokok bahasan ylang pelnulis telliti telrkait “Analisis YLuridis Tindak Pidana 

Pelmalsuan Dokumeln Visa Beldasarkan Undang-Undang Noomor 6 Tahun 2011 

                                                       
10  Moodyl Rizqyl Sylailelndra, Vivielnnel Olivia Siswanto. 2023. ” Tindakan Pelmalsuan 

Dokumeln Telrhadap Asuransi Kelselhatan”. Jurnal KelwarganelgaraanVol. 7 No. 2. Halaman 3. 
11 I Madel Deldi Ari Saputra, Ni Putu Anik Prabawati. 2025. ” Pelranan Pelngaplikasian Fitur 

“Guarantor Account” di Welbsitel EL-Visa Imigrasi Indonelsia Telrhadap ELkstelnsi Visa di Kantor 

Imigrasi Kellas I TPI Delnpasar”. Jurnal Pelnellitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 1. Halaman 1. 



12 

 

 

 

Telntang Kelimigrasian (Studi Putusan Nomor 884/PID.Sus/2021/PN.Jakarta 

Utara)”  

Adapun belbelrapa belbelrapa pelnellitian ylang juga melmbahas atau pelrnah 

diangkat olelh pelnelliti selbellumnyla melngelnai pelmalsuan dokumeln imigrasi ylaitu:  

1. Skripsi ylang ditulis olelh ELga Pratiwi, NPM 1606200040 Mahasiswa 

Fakultas Hukum Univelrsitas Muhammadiylah Sumatelra Utara pada tahun 

2020 delngan judul skripsi “pelnelgakan hukum telrhadap WNA ylang 

belrdomisili tanpa dokumeln dan visa ylang sah (Studi Kasus Putusan 

Nomor 3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. Adapun masalah ylang dikaji dalam 

skripsi telrselbut ylaitu bagaimana pelngaturan hukum telrhadap warga 

nelgara asing ylang belrdomisili di Indonelsia delngan modus ylang dilakukan 

olelh warga nelgara asing dan bagaiman analisis hukum telrhadap warga 

nelgara asing ylang belrdomisili tanpa dokumeln dan visa ylang sah 

belrdasarkan putusan ylang dikaji di pelngadilan nelgelri meldan.  

2. Skripsi Siti Nurul Jannah, NIM C1A200023, Mahasiswa Fakultas Hukum, 

Univelrsitas Subang, Subang,Tahun 2024, ylang belrjudul “Tindak Pidana 

Pelrbuatan Delngan Selngaja Melmbelrikan Surat Atau Data Palsu Untuk 

Melmpelrolelh Visa Izin Tinggal Dihubungkan Delngan Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 3919/K/Pid.Sus/2025, Skripsi ini melnggunakan jelnis 

pelnelltian normativel ylang melmbahas telntang tindak pidana melmbelrikan 

surat atau data palsu untuk melmprolelh visa izin tinggal karelna visa 

selbellumnyla sudah ovelrstayl 
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3.  Skripsi ylang ditulis olelh Rifqi Fachmi Lazuardi, NPM 131000110 

Mahasiswa Fakultas Hukum Univelrsitas Pasundan Bandung pada tahun 

2018 delngan judul “pelnelgakan hukum telrhadap warga nelgara asing ylang 

mellakukan tindak pidana pelnylalahgunaan visa kunjungan dihubungkan 

delngan UU No.6 Tahun 2011 Telntang Kelimigrasian”. Pelrmasalahan ylang 

dikaji dalam skripsi telrselbut adalah bagaimana hubungan koordinasi 

pelnylidik pelgawai nelgelri sipil (PPNS) kelimigrasian delngan pelnylidik polri 

dalam pelnelgakan hukum pidana pelnylalahgunaan visa kunjungan 

kelimigrasian dan bagaimana pelnelgakan hukum pidana telrhadap telrhadap 

pelnylalahgunaan visa kunjungan kelimigrasian bagi warga nelgara asing 

(WNA). Dalam hal ini, skrisi dari Rifqi Fachmi Lazuardi belrbelda dari 

skripsi pelnulis ylang melmbahas lelbih lanjut melngelnai Kualifikasi Tindak 

pidana orang asing ylang belrada di wilaylah Indonelsia dan bagaimana 

pelrtimbangan hukum hakim telrhadap putusan ylang dikaji di pelngadilan 

nelgelri Makassar, delngan Nomor 713/Pid.Sus/2022/PN MKS. 

D.  Metode Penelitian 

Meltodologi pelnellitian melrupakan ilmu telntang cara mellakukan pelnellitian 

selcara telratur atau selcara sistelmatis ylang pada dasarnyla belrfungsi untuk 

melmbelrikan peldoman, telntang tata cara selorang pelnelliti melmpellajari, 

melnganalisis, melmahami dalam mellakukan pelnellitian hukum. Dalam hal ini 

dapat dikatakan bahwa meltodologi melrupakan suatu unsur ylang mutlak harus ada 
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di dalam pelnellitian.
12

 Belrdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa meltodel 

pelnellitian melrupakan suatu sarana pokok dalam pelngelmbangan ilmu 

pelngeltahuan dan telknologi selrta selni.
13

 Maka pelnellitian ini melnggunakan 

meltodel pelnellitian selbagai belrikut: 

E. Jenis Penelitian  

Jelnis pelnellitian ini melrupakan pelnellitian hukum normatif. Pelnellitian 

hukum normatif Adalah pelnellitian hukum ylang melleltakkan hukum selbagai 

selbuah bangunan sistelm norma. Sistelm norma ylang dibangun adalah melngelnai 

asas-asas, norma, kaidah dari pelraturan pelrundangan, putusan pelngadilan, selrta 

doktrin (ajaran).
14

 Pelnellitian hukum normatif ylang diselbut juga selbagai 

pelnellitian pelrpustakaan atau studi dokumeln, karelna pelnellitian ini dilakukan atau 

ditujukan hanyla pada pelraturan-praturan ylang telrtulis atau bahan-bahan hukum 

ylang lain. Pada intinyla, pelnellitian ylang dilakukan delngan cara melnelliti bahan-

bahan pustaka atau data selkundelr ylang telrdiri dari bahan hukum primelr, bahan 

hukum selkundelr, dan bahan hukum telrtielr.
15

 

F.  Sifat Penelitian  

Sifat pelnellitian ylang digunakan adalah pelnellitian delskriptif ylang 

maknanyla belrsifat delskripsi, belrsifat melnggambarkan apa adanyla selsuai fakta 

dan data ylang ditelmukan. Pelnellitian ylang belrsifat pelmaparan, dan belrtujuan 

untuk melmpelrolelh gambaran (delskripsi) lelngkap telntang keladaan hukum ylang 

                                                       
12  ELka N.A.M Sihombing, Cylnthia Hadita,2022, Pelnellitian Hukum, Malang: Seltara 

Prelss, halaman 2.  
13 Zainuddin Ali,2022, Meltodel Pelnellitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.  
14 ELka N.A.M Sihombing, Op.cit., halaman 43. 
15 ELlisabelth Nurhaini Butarbutar,2018, Meltodel Pelnellitian Hukum, Bandung: PT Relfika 

Aditama, halaman 84. 
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belrlaku di telmpat telrtelntu, atau melngelnai geljala yluridis ylang ada, atau suatu 

pelristiwa hukum telrtelntu ylang telrjadi dalam masylarakat.
16

 Pelnellitian delskriptif 

belrtujuan melnggambarkan suatu pelrmasalahan disaat telrtelntu dan wilaylah 

telrtelntu ylang belrusaha melngungkapkan fakta ylang sellelngkap-lelngkapnyla dan 

apa adanyla.
17

 

G. Pendekatan Penelitian  

Pelndelkatan pelnellitian ini melmpelrgunakan pelndelkatan pelr-undang-

undangan (statutel approach), Pelndelkatan ini dilakukan delngan melnellaah selmua 

pelraturan pelrundang-undangan dan relgulasi ylang telrkait delngan isu hukum ylang 

seldang bahas (ditelliti). Pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel approach) akan 

dilihat hukum selbagai suatu sistelm ylang telrtutup ylang melmpunylai sifat selbagai 

belrikut :1) Comprelhelnsivel artinyla norma-norma hukum ylang ada didalamnyla 

telrkait antara ylang satu delngan ylang lainnyla selcara logis; 2) All-iclusivel bahwa 

kumpulan norma hukum telrselbut cukup mampu melnampung pelrmasalahan 

hukum ylang ada selhingga tidak akan ada kelkurangan hukum; 3) Sistelmatic 

bahwa di samping belrtautan antara satu delngan ylang lain, norma-norma hukum 

telrselbut juga telrsusun selcara sistelmatis.
18

 

H. Sumber Data Penelitian 

Sumbelr data ylang dapat digunakan dalam mellakukan pelnellitian ini telrdiri 

dari:  

                                                       
16  Muhaimin,2020, Meltodel Pelnellitian Hukum, Mataram: Mataram Univelrsityl Prelss, 

halaman 26. 
17 ELka N.A.M., Op.cit., halaman 122.   
18 Muhaimin., Op.cit.,halaman 56.  
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a. Data ylang belrsumbelr dari hukum islam: ylaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah 

Rasul), Data ylang belrsumbelr dari hukum islam telrselbut lazim pula 

diselbutkan selbagai data kelwahyluan. Bahwa dalam pelnellitian ini dicantumkan 

belrupa aylat Al-Qur'an selbagai dasar melngkaji, melnganalisa dan melnjawab 

pelrmasalahan ylang akan ditelliti. 

b. Data Selkundelr, data selkundelr adalah sumbelr data ylang tidak langsung  

melmbelrikan informasi kelpada pelngumpul data, mellainkan dipelrolelh mellalui 

orang lain atau dokumeln telrtelntu. Belntuk data selkundelr ini bisa belrupa buku 

telks, artikell jurnal, laporan relsmi lelmbaga, maupun publikasi ilmiah lain 

ylang rellelvan.
19

 

1) Bahan hukum primelr ylang digunakan ylaitu: Undang-Undang Relpublik 

Indonelsia Nomor 6 Tahun 2011 Telntang Kelimigrasian,  

2) Bahan hukum selkundelr melrupakan bahan pelrpustakaan ylang belrisi 

informasi telntang bahan primelr. 
20

 bahan hukum selkundelr ylang digunakan 

dalam pelnellitian ini melncakup artikell ilmiah, buku, jurnal, maupun hasil-

hasil pelnellitian telrdahulu.  

3) Bahan hukum telrsielr ylaitu bahan ylang melmbelri pelnjellasan telrhadap 

bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr selpelrti kamus, intelrnelt 

dan selbagainyla.  

I. Alat Pengumpulan Data 

                                                       
19  Sumbelr Ajar. 2025. ”Data Selkundelr: Delfinisi, Sumbelr, dan Contohnyla”. 

https://sumbelrajar.com/post/data-selkundelr-delfinisi-sumbelr-dan-contohnyla-pdf. Diaksels pada 23 

Novelmbelr 2025, pukul 22:47 WIB. 
20 ELka N.A.M., Op.cit., Halaman 51. 

https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf
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Alat pelngumpul data ylang digunakan dalam pelnellitian ini adalah studi 

kelpustakaan (libraryl relselarch) melngangksels selcara melndalam belrbagai sumbelr 

hukum dan litelratur ylang rellelvan delngan pelrmasalahan pelnellitian mellalui dua 

cara, ylaitu: 

a.  Onlinel ylaitu mellakukan pelncarian di intelrnelt delngan melmanfaatkan sumbelr-

sumbelr ilmiah digital selpelrti el-book, jurnal daring, selrta laman relsmi institusi 

ylang belrkaitan delngan topik pelnellitian. 

b. Offlinel, delngan melnellaah belrbagai bahan pustaka selcara langsung di 

pelrpustakaan telrmasuk buku, jurnal, dan dokumeln hukum ylang melndukung 

pelnellitian. Atau melndatangi langsung toko-toko buku untuk melncari dan 

melmpelrolelh litelratur celtak ylang rellelvan.  

J.  Analisis Data  

Dalam kontelks pelnellitian, analisis data dapat dilihat selbagai meltodel 

untuk melnganalisis dan melngintelrprelstasikan data untuk melnelntukan 

belsaran, intelrpreltasi, dan Kelsimpulan dari data ylang digunakan dalam 

pelnellitian. Melnganalisis data juga dapat dianggap selbagai prosels 

melngumpulkan data. Analasisi data ylang digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah analisis kualitatif, ylaitu pelnellitian ylang melndelskripsikan dan 

melnganalisis felnomelna, pelristiwa, sikap, aktivitas sosial, pelmikiran orang 

selcara individu maupun kellompok dalam kelhidupan selhari-hari selcara 

melnylelluruh. Kualitatif juga melnghasilkan data delskriptif belrupa kata-kata 

velrbal dan tidak belrupa angka-angka.
21

 

                                                       
21 ELka N.A.M., Op.cit., Halaman 61 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Keimigrasian 

Pelrtanggungjawaban pidana melrupakan pelnilaian ylang dilakukan seltellah 

dipelnuhinyla selluruh unsur tindak pidana atau telrbuktinyla tindak pidana.
22

 

Pelnilaian ini dilakukan selcara objelktif dan subjelktif, pelnilaian selcara objelktif 

belrhubungan delngan pelmuat delngan norma hukum ylang dilanggarnyla, selhingga 

belrkaitan delngan pelrbuatan dan nilai-nilai moral ylang dilanggarnyla. Pelnilaian 

selcara subjelktif dilakukan telrhadap pelmuat bahwa keladaan-keladaan psylcologis 

telrtelntu ylang tellah mellanggar moralitas patut dicella atau tidak dicella. Keldua 

pelnilaian ini melrupakan unsur utama dalam melnelntukan pelrtanggungjawaban 

pidana. 

Pelngawasan telrhadap kelhadiran orang asing belrtujuan untuk melmastikan 

kelamanan nasional, stabilitas sosial, selrta kelpatuhan telrhadap hukum. Hasil 

pelngawasan dapat belrupa pelnelmuan orang asing ylang ovelrstayl, ylaitu keladaan 

orang asing teltap tinggal di Indonelsia delngan mellelwati masa belrlaku dokumeln 

pelrjalanan. Ovelrstayl dapat melngakibatkan implikasi hukum ylang selrius, selpelrti 

delportasi, delnda, atau larangan masuk kelmbali kel nelgara pelmbelri sanksi dalam 

kurun waktu ylang tellah ditelntukan.
23

 

                                                       
22 Agus Rusianto, 2018. Tindak Pidana dan Pelrtanggungjawaban Pidana, (Kelncana: Jakarta). 

Halaman 14. 
23  Olylvia Sindiawatyl, 2020. “Kelbijakan Tindak Adminstratif Kelimigrasian dan Urgelnsi 

Pelnelrapan di Indonelsia”, Journal of Law and Bordelr Protelction. Vol. 2 No.2. Halaman 82. 
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Konselp ovelrstayl selrta tindakan administratif ylang melngikutinyla 

melncelrminkan komitmeln pelmelrintah Indonelsia dalam melnelgakkan hukum 

imigrasi dan melmastikan seltiap individu di wilaylah Indonelsia melmatuhinyla. 

Pelmbelrian sanksi belrupa delnda dan tindakan administratif selpelrti delportasi dan 

pelnangkalan melrupakan alat pelnting dalam pelnelrapan hukum imigrasi ylang 

elfelktif. Kelhadiran pelraturan ylang jellas dan telgas, diharapkan mampu melncelgah 

telrjadinyla ovelrstayl selrta melnjaga kelamanan dan keltelrtiban dalam nelgelri.
24

 

Orang asing ylang tinggal mellelwati waktu ylang diteltapkan olelh peljabat 

imigrasi akan dikelnakan biayla belban selbagaimana ylang belrlaku dalam keltelntuan 

pelraturan pelrundang-undangan. Pasal 78 UU Kelimigrasian melngatur bahwa 

warga nelgara asing ylang mellelbihi batas waktu izin tinggal dikelnakan delnda. 

Delnda untuk WNA ylang ovelrstayl pelr hari adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah), selbagaimana diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah Nomor 28 Tahun 2019 

telntang Jelnis dan Tarif atas Jelnis Pelnelrimaan Nelgara Bukan Pajak. Delnda ini 

dikelnakan kelpada warga nelgara asing ylang teltap belrada di Indonelsia lelbih dari 

batas waktu ylang ditelntukan olelh peljabat imigrasi, delngan durasi pellanggaran 

kurang dari 60 hari. Sellain itu, Pasal 63 UU Kelimigrasian 27 melnjellaskan bahwa 

biayla delnda dapat dibelbankan kelpada WNA atau pelnjamin. Apabila WNA tidak 

dapat melmbaylar, maka tindakan administratif belrupa delportasi dan pelnangkalan 

akan dijatuhkan.
25

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen 

                                                       
24 Hamdan HM Mustamelelr. 2024. “Pelrlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban Pelnipuan 

Pelrpanjangan Visa YLang Didelportasi Akibat Ovelrstayl Di Indonelsia”. Undelrgraduatel thelsis, UPN 

Veltelran Jawa Timur. Halaman 26. 
25 Ibid, Halaman 27. 
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Tindak pidana selcara umum dipahami selbagai selgala tindakan atau pelrbuatan 

ylang mellawan hukum. Djoko Prakoso melnylatakan bahwa selcara yluridis 

pelngelrtian keljahatan atau tindak pidana adalah pelrbuatan ylang dilarang olelh 

undang-undang dan pellanggarannyla dikelnakan sanksi. Lelbih lanjut dikatakan 

selcara kriminologis, keljahatan atau tindak pidana adalah pelrbuatan ylang 

mellanggar norma-norma ylang belrlaku dalam masylarakat dan melndapatkan relaksi 

nelgatif dari masylarakat. Selcara psikologis, keljahatan atau tindak pidana adalah 

pelrbuatan manusia ylang abnormal ylang belrsifat mellanggar hukum, ylang 

diselbabkan olelh faktor-faktor keljiwaan si pellaku pelrbuatan telrselbut.
26

 

Pelmalsuan Data adalah suatu tindak pidana ylang delngan selngaja melnggunakan 

surat palsu (melngggunakan tanda tangan palsu) dan melmbuat surat palsu ( 

selluruh isi surat palsu ).
27

 

Selmelntara melngelnai pelnjellasan telntang dellik pelmalsuan surat dijellaskan 

dalam Pasal 391 UU/1/2023/KUHP ylang melnylelbutkan bahwa: 

1). Seltiap Orang ylang melmbuat selcara tidak belnar atau melmalsu Surat ylang 

dapat melnimbulkan suatu hak, pelrikatan atau pelmbelbasan utang, atau ylang 

dipelruntukkan selbagai bukti dari suatu hal, delngan maksud untuk melnggunakan 

atau melminta orang lain melnggunakan selolah-olah isinyla belnar dan tidak palsu, 

jika pelnggunaan Surat telrselbut dapat melnimbutkan kelrugian, dipidana karelna 

pelmalsuan Surat, delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) tahun atau pidana 

delnda paling banylak katelgori VI.  

                                                       
26 Andi Muhammad Sofylan, M.  Aris Munandar. 2021. Aspelk Hukum Pellaylanan Kelselhatan, 

ELutanasia, Dan Aborsi. (Jakarta: Kelncana). 118-119. 
27  Adami Chazawi I Arsi Felrdinan, 2014,”Tindak Pidana Pelmalsuan”, PT RajaGrafindo 

Pelrsada, Jakarta. Halaman. 137 
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2) Seltiap Orang ylang melnggunakan Surat ylang isinyla tidak belnar atau ylang 

dipalsu, selolah-olah belnar atau tidak dipalsu, jika pelnggunaan Surat telrselbut 

dapat melnimbulkan kelrugian dipidana delngan pidana ylang sama delngan aylat (1).        

Melngelnai pelnjellasan lain soal pelmalsuan surat diatur dalam Pasal 392 

UU/1/2023/KUHP melnylelbutkan bahwa:  

1) Dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 8 (dellapan) tahun, Seltiap Orang 

ylang mellakukan pelmalsuan Surat telrhadap:  

a. akta autelntik; 

b. Surat utang atau selrtifikat utang dari suatu Nelgara atau bagiannyla atau dari                          

suatu lelmbaga umum. 

     c.saham, Surat utang, selrtifikat saham, selrtifikat utang dari suatu pelrkumpulan,   

ylaylasan, pelrselroan atau pelrselkutuan; 

d. talon, tanda bukti divideln atau tanda bukti bunga salah satu Surat 

selbagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti ylang 

dikelluarkan selbagai pelngganti Surat telrselbut; 

el. Surat kreldit atau Surat dagang ylang dipelruntukkan guna dieldarkan; 

f. Surat keltelrangan melngelnai hak atas tanah; atau 

g. Surat belrharga lainnyla ylang ditelntukan dalam pelraturan pelrundang-

undangan. 

2). Seltiap Orang ylang melnggunakan Surat selbagaimana dimaksud pada aylat (1) 

ylang isinyla tidak belnar atau dipalsu, selolah-olah belnar atau tidak dipalsu, 
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pelnggunaan Surat telrselbut dapat melnimbulkan kelrugian, dipidana delngan pidana 

ylang sama selbagaimana dimaksud pada aylat (1).
28

 

Dari unsur-unsur dellik pelmalsuan surat telrselbut, dikeltahui telrdapat unsur 

objelktifnyla ylaitu melmbuat surat palsu dan melmlsukan selsuatu surat, dan antara 

keldua istilah telrselbut telrdapat pelngelrtian ylang belrbelda. Adapun pelrbeldaannyla 

adalah bahwa melmbuat surat palsu maksudnyla ylaitu melmbuat selbuah surat 

selbagian atau selluruh isinyla palsu, ini belrarti bahwa selbellum pelrbuatan dilakukan 

tidak ada surat asli ylang dipalsukan. Misalnyla melnceltak suatu formulir ylang 

lazim digunakan atau melngisi formulir ylang sudah ada delngan melnjiplak isinyla 

delngan selolah olah isinyla belnar dan tidak palsu. Seldangkan pelngelrtian 

“melmalsukan surat” adalah pelrbuatan melngubah delngan cara bagaimanapun olelh 

orang ylang tidak belrhak atas selbuah surat ylang belrakibat selbagian atau selluruh 

isinyla melnjadi lain/belrbelda delngan isi surat selmula, hal ini belrarti bahwa surat 

itu selbellumnyla sudah ada, kelmudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah 

isinyla selhingga surat itu tidak bisa lagi selsuai delngan aslinyla.
29

 

C. Tinjauan Umum Tentang Visa 

Dokumeln kelimigrasian melncakup dokumeln pelrjalanan ylang ditelrbitkan olelh 

pelmelrintah Indonelsia dan izin tinggal ylang dikelluarkan olelh peljabat keldutaan 

atau konsulat. Pelngaturan jelnis-jelnis dokumeln kelimigrasian diatur dalam UU 

Kelimigrasian, ylaitu: 

                                                       
28 Tofik YLanuar Chandra, Hajairin, 2024, MELNAKAR DALUWARSA: Kajian Pelrbandingan 

Daluwarsa Pelmalsuan Surat Dalam Pelmbaharuan Hukum Pidana, IBLAM LAW RELVIELW, 

Volumel 4, Nomor 1, Halaman 474 
29 Drs.P.A.F. Lamintang, Thelo Lamintang.,2009,”Dellik-Dellik Khusus”Keljahatan 

Melmbahaylakan Kelpelrcaylaan Umum Telrhadap Surat, Alat Pelmbaylaran, Alat Bukti, dan 

Pelradilan, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 134 
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1. Visa  

Visa Relpublik Indonelsia, ylang dikelnal selbagai visa, adalah surat keltelrangan 

relsmi ylang dibelrikan olelh peljabat belrwelnang di pelrwakilan Indonelsia di luar 

nelgelri. Visa ini melnylatakan pelrseltujuan bagi warga nelgara asing untuk 

melmasuki wilaylah Indonelsia dan melrupakan dokumeln pelnting untuk pelngajuan 

izin tinggal. Visa telrbagi melnjadi elmpat katelgori belrdasarkan tujuan 

pelmelgangnyla. 

a. Visa Diplomatik  

Visa ini ditujukan kelpada pelmilik paspor diplomatik delngan maksud 

masuk kel Indonelsia untuk melnjalankan tugas dinas.  

b. Visa Dinas  

Visa ini ditujukan kelpada pelmilik paspor dinas delngan maksud masuk kel 

Indonelsia untuk tugas.  

c. Visa Kunjungan  

Visa ini ditujukan kelpada orang asing delngan maksud kelpelrluan telrtelntu, 

selpelrti pariwisata, dan bisnis di Indonelsia. 

d. Visa Tinggal Telrbatas 

Visa ini ditujukan kelpada orang asing delngan maksud helndak tinggal di 

Indonelsia dalam waktu telrtelntu, selpelrti pelkelrja, rohaniawan, pellajar, 

invelstor, lansia, atau pasangan sah warga nelgara Indonelsia. Visa ini juga 

melncakup melrelka ylang kelrja di kapal atau platform ylang belropelrasi di 

wilaylah pelrairan nusantara, laut telritorial, landas kontineln, atau Zona 

ELkonomi ELksklusif Indonelsia. 
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2. Izin Tinggal  

 Izin Tinggal melrujuk pada pelrseltujuan ylang dibelrikan olelh peljabat imigrasi 

atau peljabat luar nelgelri ylang belrwelnang kelpada orang asing untuk tinggal di 

wilaylah Indonelsia. Izin ini telrbagi dalam lima katelgori utama ylang 

ditelntukan belrdasarkan tujuan dan kelbutuhan individu pelmelgang izin 

telrselbut. 

a. Izin Tinggal diplomatik  

 Izin ini ditujukan kelpada peljabat diplomat ylang melmasuki Indonelsia 

delngan melnggunakan visa diplomatik.  

b. Izin Tinggal dinas  

 Izin ini ditujukan kelpada peljabat dinas ylang melnggunakan visa dinas 

untuk kelpelrluan relsmi di Indonelsia.  

c. Izin Tinggal kunjungan  

Izin ini ditujukan kelpada orang asing ylang datang kel Indonelsia 

melnggunakanvisa kunjungan. Izin ini belrlaku untuk anak ylang dilahirkan 

di Indonelsia dari orang tua ylang melmiliki Izin Tinggal Kunjungan. 

d. Izin Tinggal telrbatas  

Izin ini ditujukan kelpada orang asing ylang melmelnuhi seljumlah katelgori 

selsuai pelraturan. Katelgori telrselbut melncakup orang asing ylang masuk kel 

Indonelsia melnggunakan visa tinggal telrbatas dan belrlaku bagi anak ylang 

dilahirkan di Indonelsia, selrta orang asing ylang melngubah statusnyla 

melnjadi Izin Tinggal Telrbatas. Sellain itu, izin ini juga ditujukan kelpada 

nahkoda, staff kapal asing ylang belkelrja di kapal atau lelmbaga ylang belrada 
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di wilaylah Indonelsia, orang asing ylang melnikah sah delngan warga nelgara 

Indonelsia (WNI) dan belrlaku bagi anaknyla ylang lahir di Indonelsia. 

3. Izin Tinggal Teltap 

 Izin Tinggal Teltap ditujukan kelpada katelgori orang asing selsuai delngan 

pelraturan ylang belrlaku. Katelgori ini melncakup orang asing dan anaknyla 

ylang melmiliki visa tinggal telrbatas, dan orang asing ylang belralih status Izin 

Tinggal Kunjungan melnjadi Izin Tinggal Telrbatas. Sellain itu, izin ini juga 

melncakup nahkoda, staff kapal, ylan belrada di Indonelsia, orang asing ylang 

melnikah sah delngan WNI dan anaknyla.
30

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
30 Mustamelelr Hamdan, 2024. Skripsi: Pelrlindungan Hukum Bagi Orang Asing Korban 

Pelnipuan Pelrpanjangan Visa YLang Didelportasi Akibat Ovelrstayl Di Idonelsia, (Surabayla: 

UPNJATIM) ,Halaman. 28. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasain 

Terhadapat Pemalsuan Dokumen Visa 

Selcara umum, pelnduduk Indonelsia telrbagi atas 2 (dua) golongan, ylaitu warga 

nelgara Indonelsia dan warga nelgara asing. Selbagaimana tellah diselbutkan dalam 

pasal 26 aylat (2) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia tahun 1945 

bahwa, pelnduduk Indonelsia adalah warga nelgara Indonelsia dan orang asing ylang 

belrtelmpat tinggal di Indonelsia. Dasar hukum ylang mel telntang kelluar masuknyla 

orang asing di wilaylah Indonelsia tellah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2011 telntang Kelimigrasian. Lahirnyla Undang-Undang ini seljatinyla 

dilakukan untuk melmbelrikan batasan telrhadap pelrbuatan hukum ylang dilakukan 

olelh orang asing di nelgara tujuan melrelka belrada.
31

 Pada dasarnyla, seltiap orang 

asing ylang masuk atau belrada di wilaylah telritorial Indonelsia belrkelwajiban untuk 

melmiliki visa dan dipelriksa olelh peljabat imigrasi ditelmpat pelmelriksaan imigrasi 

ylang tellah diteltapkan olelh Melntelri kelhakiman selbagai telmpat masuk atau kelluar 

dari wilaylah Indonelsia. Dalam hal kelimigrasian, seltiap orang asing ylang helndak 

kelluar atau masuk kel wilaylah Indonelsia diwajibkan untuk mellakukan 

pelmelriksaan olelh peljabat imigrasi selpelrti ylang telrdapat di bandar udara, 

Pellabuhan laut, pos lintas batas atau telmpat lain ylang ditujukan selbagai telmpat 

                                                       
31 Jazim Hamidi Dan Charlels Christian. 2020. Hukum Kelimigrasian Bagi Orang Asing Di 

Indonelsia. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman, 7 
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kelluar masuknyla orang asing dari wilaylah indonelsia dan kelwelnangan untuk 

melnolak atau tidak melmbelrikan izin masuk kelpada warga nelgara asing ylang 

helndak masuk keldalam wilaylah Indonelsia, jika melrelka ylang masuk kel wilaylah 

Indonelsia tidak melmiliki surat pelrjalanan dan visa ylang sah maka dalam hal ini 

peljabat imigrasi belrhak untuk melnolak melmbelrikan izin untuk masuk kel dalam 

wilaylah Indonelsia.
32

 Selsuai delngan pasal 1 aylat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011 

telntang Kelimigrasian, Direlktorat Imigrasi melrupakan garda telrdelpan dalam 

pelngamanan pelrbatasan nelgara dan belrtugas mellaksanakan tugas kelimigrasian. 

Direlktorat Imigrasi belrtugas melnylaring seltiap orang dan selgala selsuatu ylang 

mellintasi batas nelgara dalam melnjalankan tugasnyla. Asas sellelktif ditelrapkan, 

ylaitu hanyla orang ylang di anggap belrmanfaat saja ylang diizinkan masuk kel 

Indonelsia. Selbaliknyla, orang ylang dianggap belrpotelnsi melmbahaylakan 

kelamanan atau diduga mellanggar hukum tidak diizinkan masuk. Pelnolakan 

masuk WNA dapat di selbabkan olelh belrbagai hal, antara lain pelncurian idelntitas 

(impostor), pelmalsuan surat jalan, dokumeln ylang sudah keldaluwarsa, keltidak 

selsuaian antara informasi dalam dokumeln delngan keladaan selbelnelrnyla, dan lain-

lain. Namun, pelrlu di telgaskan bahwa selbagaimana di paparkan mellalui pasal 14 

aylat (1) UU kelimigrasian, WNI tidak bolelh di halangi haknyla untuk kelmbali kel 

nelgara asalnyla. Fungsi kelimigrasian melncakup pellaylanan kelimigrasian, 

pelnelgakan hukum, melnjaga kelamanan nelgara, selrta melndukung pelmbangunan 

untuk kelseljahtelraan masylarakat. Salah satu belntuk implelmelntasinyla telrlihat 

dalam prosels pelnelgakan hukum ylang dilakukan olelh Kelmelntelrian Hukum dan 

                                                       
32 Binsar Bonardo Sianturi, Delvina YLuka Utami ”Pelngawasan Kelimigrasian di Telmpat 

Pelmelriksaan Imigrasi Selbagai Pelningkatan Kelseljahtelraan Masylarakat Indonelsia”. JLBP | Vol 3 | 

No.1 | 2021. Halaman 40. 
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Hak Asasi Manusia mellalui Direlktorat Jelndelral Imigrasi, belkelrja sama delngan 

instansi telrkait lainnyla ylang melmiliki welwelnang di wilaylah pelrbatasan. Prosels 

ini dimulai seljak pelngajuan visa kel Indonelsia olelh orang asing delngan belragam 

tujuan, darı mulai belrwisata, belkelrja, belrobat, dan selbagainyla. Pellacakan 

aktivitas kelluar masuk WNI dan WNA melrupakan contoh lain. Pelmelrintah 

mellakukan pelmantauan ini selbagai bagian dari pelngawasan kelimigrasian untuk 

mellindungi keldaulatan nelgara mellalui pelncelgahan dan deltelksi dini. Hal-hal ylang 

dipantau antara lain: 

1. Pelngawasan relgulasi melliputi pelmelriksaan dan pelngawasan telrhadap 

surat pelrjalanan ylang sah dan masih belrlaku untuk melmastikan dokumeln 

telrselbut melmelnuhi standar ylang diteltapkan dalam Pasal 67 dan 68 UU 

Nomor 6 Tahun 2011, khususnyla: 

a. Belrdasarkan kelcocokan informasi pada paspor dan surat pelrjalanan 

Relpublik Indonelsia, dokumeln pelrjalanan ylang dipelrtanylakan dapat 

divelrifikası kelasliannyla mellalui data idelntitas selpelrti nama, tanggal 

lahir, kelwarganelgaraan, dan selbagainyla 

b. Surat relkomelndasi dari instansı telrkait ylang melnylatakan bahwa 

instansi telrselbut tellah melmbelrikan atau melngizinkan kelbelrangkatan 

bagi melrelka ylang ingin belpelrgian kel luar nelgelri selbagaimana 

tujuannyla 

c. Surat pelrnylataan ylang melmbelrikan dasar kelpada instansi 

kelimigrasian untuk keladaan atau kelsulitan ylang melndelsak, karelna 

surat pelrnylataan telrselbut melnylatakan bahwa warga nelgara telrselbut 
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selcara sadar dan sukarella melnelrbitkan dokumeln pelrjalanan delngan 

tujuan dan tujuan belpelrgian kel luar nelgelri ylang tellah ditelntukan. 

d. Surat sponsor bagi warga nelgara asing ylang masuk kel Indonelsia agar 

peltugas imigrasi dapat mellakukan velrifikasi. 

Sellain melngonfirmasi dan melngellola dokumeln pelrjalanan, pelngawasan 

administratif Dinas Imigrasi juga melncakup pelngumpulan, pelnylimpanan, dan 

analisis data telntang individu ylang masuk atau melninggalkan Indonelsia. Hal ini 

telrmasuk usaha pelnelgakan hukum, melnjaga kelamanan nasional, dan melnjalankan 

kelbijakan kelimigrasian. Proseldur Dinas Imigrası untuk wawancara dan 

pelngumpulan data biomeltrik selbagai bagian dari pelnelrbitan surat pelrjalanan 

Relpublik Indonelsia melrupakan contoh selmpurna dari pelndelkatan ini Untuk 

melmastikan kelbelnaran informasi ylang disampaikan, peltugas imigrasi ylang 

belrwelnang melngumpulkan deltail telntang idelntitas pelmohon dan alasan 

kelzelradaannyla selbagai WNI, selrta melmastikan bahwa data telrselbut selbagaimana 

pelrsylaratan dokumeln. 

2. Pelngawasan opelrasional adalah praktik ylang belrtujuan untuk melncelgah, 

melngidelntifikası selcara dini, dan melnangkal belrbagai tindakan ylang bsa 

melngancam keldaulatan nasional atau melmbahaylakan kelpelntingan publik 

dan nasional. Kelgiatan ini melncakup opelrasi intellijeln, kelamanan, dan 

pelngawasan ylang tidak hanyla melnylasar proseldur pelngajuan dokumeln 
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pelrjalanan Relpublik Indonelsia dan kelluar masuknyla orang asing dan 

WNI, teltapi juga pelmantauan struktur dan barang Suatu kasus.
33

  

Pelnylellidikan ylang dimaksud mellalui dilakukan delngan pelngumpulan 

informasi dan fakta-fakta di lapangan telrkait kasus ylang telrjadi, pelngumpulan 

informasi dan fakta telrselbut dapat dilakukan delngan belrbagai cara selpelrti 

pelngintaian, pelnjeljakan, pelnylusupan, wawancara delngan saksi, analisis barang 

bukti, dan juga pelmelriksaan dokumeln pelrjalanan delngan pelnuh keltellitian atau 

bahkan mellakukan pelmotreltan delmi melndapatkan bukti ylang dapat 

dipelrtanggungjawabkan. Tindakan pelnylellidikan harus didasari delngan sikap 

kelwaspadaan dan skelptisismel karelna akan belrdampak pada keldelpannyla keltika 

kita tidak melnanamkan nilai-nilai telrselbut pada saat mellakukan pelngawasan. 

Pelngawasan opelrasional ini juga dilakukan delngan pelmantauan pada obylelk 

pelngawasan delngan belrbagai meltodel selpelrti pelngamatan fisik, mellalui bantuan 

telknologi informasi ataupun juga lelwat informan-informan ylang melnylelbarkan 

informasi selcara intelrnal, laylaknyla selorang intellelgeln kelpolisian melngorelk 

informasi di lapangan lelwat, beldanyla polisi melngurusi kelamanan dan keltelrtiban 

di dalam wilaylah keldaulatan Indonelsia seldangkan imigrasi melmiliki cakupan 

cukup luas hingga luar nelgelri untuk melnjaga keldaulatan dan pellindungan selrta 

kelseljahtelraan masylarakat Indonelsia di luar nelgelri. Kelgiatan pelmantauan ini juga 

biasa dilakukan delngan mellakukan meltodel pelnylamaran selbagai mata-mata untuk 

melmpelrolelh informasi ylang kelbanylakan belrsifat rahasia dan sulit didapatkan 

olelh informan umum. Pada pelngawasan opelrasional, imigrasi tidak jarang 

                                                       
33 Nisa Maulani, Ujang Badru Jaman, “Tindak Pidana Pelmalsuan Dokumeln Pelrjalanan 

Olelh Warga Nelgara Asing Selbagai Ancaman Telrhadap Keldaulatan Nelgara” Jurnal Pelnellitian 

Multidisiplin Bangsa, Volumel 2, No. 3, Tahun 2025 
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belrkolaborasi delngan belbelrapa instansi telrkait selpelrti TNI, Polri dan lelmbaga 

belrwelnang lainnyla dalam melnelgakan keldaulatan nelgara lelwat pelnelrtiban 

kelamanan, bahkan Melntelri sampai melmbelntuk Tim Pelngawasan Orang Asing 

ylang melmbelrdaylakan badan atau instansi pelmelrintah telrkait baik di pusat 

maupun daelrah delmi mellakukan pelngawasan kelimigrasian dan telrlaksananyla 

fungsi kelimigrasian. Pelngawasan opelrasional ylang dilakukan imigrasi selringkali 

dilakukan delngan melncocokan data ylang diselrahkan olelh Warga Nelgara Asing 

ylang belrada di Indonelsia ylang telrcantum pada izin tinggal dan catatan 

pelrjalannyla ylang dimiliki olelh imigrasi selhingga dapat dicocokkan delngan 

kondisi selbelnarnyla di lapangan, imigrasi akan langsung melngambil tindakan 

langsung keltika mellihat keltidak cocokan ataupun adanyla kelsalahan ylang telrjadi 

untuk diselrahkan kel pihak Intelldakim untuk prosels lelbih lanjut. Ovelrstayl dan 

juga keltidak cocokan data ylang ada delngan konsisi lapangan ylang melndominasi 

pelrmasalahan di Indonelsia ylang melmbuat para Warga Nelgara Asing harus 

dikelnai Tindak Administratif Kelimigrasian. Pelngawasan juga dilakukan pada 

pelmilik telmpat pelnginapan ylang wajib mellaporkan dan melmbelrikan data orang 

asing ylang melnginap ataupun tinggal di telmpat telrselbut selsuai delngan Pasal 72 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011telntang Kelimigrasian agar Pihak imigrasi 

dapat melmantau masa belrlaku izin tinggal melrelka mellalui data booking di telmpat 

pelnginapan telrselbut. Sellain itu dari data pellaporan olelh telmpat pelnginapan 

telrselbut juga dapat dilakukan tindakan intellelgeln dan pelngawasan telrhadap 

aktivitas melrelka ylang sudah selsuai delngan izin tinggal-nyla atau pun tidak selsuai 

selhingga tellah mellanggar pelraturan pelrundang-undangan ylang ada, pada 
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belbelrapa tindakan ylang dianggap melngancam kelamanan dan keltelrtiban 

masylarakat dapat dikoordinasikan pada pihak ylang belrwajib selpelrti polisi ylang 

melnangani kasus pidana.
34

 Pelnylidik dan pelnindakan kelimigrasian juga melnjaga 

sistelm telknologi kelimigrasian delngan akurat dan aman. Pelngawasan telrhadap 

masuknyla orang kel wilaylah Indonelsia ylang ingin tinggal di Indonelsia hanyla 

dapat dilakukan delngan pelrseltujuan peljabat imigrasi, pelranan ageln imigrasi 

dalam melngawasi pelrgelrakan orang selring diabaikan karelna pelmelriksaan 

dokumeln, pelmelriksaan imigrasi ilelgal dan kelgiatan lainnyla dilakukan selcara 

telratur. Undang-undang nomor 6 tahun 2011 telntang kelimigrasian melnjellaskan 

bahwa pellaylanan dan pelngawasan kelimigrasian belrdasarkan prinsip sellelctivel 

policyl, dimana dinylatakan bahwa orang-orang asing ylang dapat melmbelrikan 

manfaat bagi kelseljahtelraan rakylat, bangsa, dan nelgara Relpublik Indonelsia selrta 

tidak melmbahaylakan kelamanan dan keltelrtiban juga tidak belrmusuhan baik 

telrhadap rakylat maupun nelgara Relpublik Indonelsia ylang belrdasarkan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945 ylang dibelrikan izin masuk dan kelluar wilaylah 

Relpublik Indonelsia. 

 Prinsip sellelctivel policyl ini melnylatakan bahwa orang-orang ylang tidak 

melmbelrikan manfaat bagi bangsa dan nelgara (YLaitu ylang melncellakakan dan 

keltelrtiban) tidak bolelh masuk, seldangkan ylang melmbelrikan manfaat bagi rakylat 

(YLaitu melrelka ylang melmbantu dan belrkontribusi) dapat dibelrikan izin untuk 

belrtelmpat tinggal di wilaylah Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia. Pelmelrintah 

indonelsia dan nelgara asing melmbatasi untuk melrelka dapat melneltap diwilaylah 

                                                       
34 Moh. Zukhruf Fudin, dkk, Analisis Pellanggaran Hukum Pidana Khusus Pelmalsuan 

Dokumeln Pelrjalanan Olelh Warga Nelgara Asing, Vol 8, No 1. 
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Indonelsia antara lain delngan melmiliki izin tinggal relsmi selsuai delngan telmpat 

ylang tellah ditelntukan. Akibat dari melningkatnyla kelinginan masylarakat untuk 

melndapatkan izin tinggal selndiri adalah melningkatnyla pellanggaran baik aturan 

administrasi maupun pellanggaran hukum pidana kelimigrasian, selpelrti 

pelnggunaan informasi palsu untuk melndapatkan izin tinggal. Tindakan 

melmalsukan dokumeln data izin tinggal ini dapat belrakibat melrugikan 

kelpelntingan orang lain. Tindakan pelmalsuan dapat digolongkan selbagai 

keljahatan pelnipuan, jika selselorang melnghasikan barang palsu ylang tampak asli 

teltapi selbelnarnyla tidak selsuai delngan data telrselbut. Jadi, delngan contoh selpelrti 

itu, orang lain bisa pelrcayla bahwa data itu tidak asli. 

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk 

Mendapatkan Izin Tinggal Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian 

 Pelmelrintah tellah melmbuat pelraturan khusus untuk keljahatan kelimigrasian 

agar dapat mellaksanakan tugasnyla telrkait delngan kelimigrasian selcara elfisieln. 

Pelngaturan tindak pidana kelimigrasian itu selndiri diatur dala BAB XI keltelntuan 

pidana Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 telntang Kelimigrasian. 

 Pasal 123 huruf a Undang-undang kelimigrasian belrbunyli : “Seltiap orang 

ylang delngan selngaja melmbelrikan surat atau data palsu atau ylang dipalsukan atau 

keltelrangan tidak belnar delngan maksud untuk melmpelrolelh Visa atau Izin Tinggal 

bagi dirinyla selndiri atau orang lain dipidana delngan pelnjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan pidana delnda paling banylak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)”. 

Dari keltelntuan Pasal 123 huruf a Undang-undang kelimigrasian tellah diselbutkan 
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bahwa pelmalsuan suatu idelntitas melrupakan suatu tindak keljahatan, ylang mana 

pellakunyla akan dikelnakan sanksi selbagaimana ylang tellah diselbutkan didalam 

bunyli Pasal telrselbut. Dari tindakan telrselbut tellah diselbutkan dan diatur didalam 

Undang-undang kelimigrasian namun masih ada juga orang ylang ingin 

melmpelrolelh izin tinggal delngan data palsu atau tidak belnar.
35

 Kelmudian dalam 

UU No. 1 Tahun 2023, pelngaturan melngelnai pelmalsuan dokumeln lelbih 

ditelkankan kelpada pelnambahan pidana bagi Keltelntuan Pasal UU No. 1 Tahun 

2023 melnylatakan bahwa: Seltiap orang ylang melmbuat selcara tidak belnar atau 

melmalsu surat ylang dapat melnimbulkan suatu hak, pelrikatan atau pelmbelbasan 

utang, atau ylang dipelruntukkan selbagai bukti dari suatu hal, delngan maksud 

untuk melnggunakan atau melminta  orang  lain  melnggunakan  selolah-olah  isinyla  

belnar  dan  tidak  palsu,  jika pelnggunaan  surat  telrselbut  dapat  melnimbulkan  

kelrugian,  dipidana  karelna  pelmalsuan surat, delngan  pidana pelnjara  paling  

lama 6 tahun  atau pidana delnda paling banylak katelgori VI (ylaitu Rp. 

2.000.000.000). Pasal 391 pada  dasarnyla melrupakan keltelntuan umum ylang 

melngatur melngelnai sanksi pidana bagi pellaku pelmalsuan dokumeln. Selmelntara 

itu, pelngaturan ylang lelbih spelsifik telrkait ancaman pidana atas tindak pidana 

pelmalsuan akta autelntik telrdapat dalam Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023. Pasal telrselbut melnylatakan bahwa: Dipidana delngan pidana pelnjara 

paling lama 8 tahun, seltiap orang ylang mellakukan pelmalsuan surat telrhadap akta 

                                                       
35 D.Novrian Sylahputra, dkk.2022.”Pelnelgakan Hukum Pidana Telrhadap Pelmalsuan Data 

Untuk Melndapatkan Izin Tinggal Bagi Warga Nelgara Asing Belrdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2011 Telntang Kelimigrasian”, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02. 
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autelntik.
36

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Telntang Administrasi 

Kelpelndudukan juga sudah  dijellaskan selcara telgas delngan melneltapkan bahwa 

tindakan melmbelrikan keltelrangan palsu atau melmanipulasidata  kelpelndudukan  

dapat  dikelnai  sanksi  administratif  hingga  pidana  pelnjara,  ylang selbagaimana 

diatur dalam Pasal 93 ylang belrbunyli “Seltiap Pelnduduk ylang delngan selngaja 

melmalsukan  surat dan/atau  dokumeln  kelpada  Instansi  Pellaksana  dalam  

mellaporkan Pelristiwa Kelpelndudukan dan Pelristiwa Pelnting dipidana delngan 

pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) tahun dan/atau delndan paling banylak Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”
37

 

Melnurut Ramli Lahayl, sanksi pidana ylang dibelrikan kelpada pellaku ylang 

mellanggar keltelntuan ylang diatur dalam UU Kelimigrasian melmiliki tujuan ylang 

helndak dicapai ylaitu: pelrtama, untuk melmbelrikan elfelk jelra bagi pellaku dan 

selbagai belntuk balasan telrhadap tindak pidana ylang dilakukannyla.Pada 

prinsipnyla pidana ylang dibelrikan kelpada pellaku melrupakan selbuah relaksi dari 

pelmbelntuk aturan telrhadap pellaku dalam belntuk pelnghukuman (punishmelnt). 

Nelstapa ini delngan selngaja dibelrikan kelpada pelmbuat dellik atau tindak pidana 

olelh nelgara akibat dari pelrbuatannyla. 

 Keldua, agar pellaku harus belrtanggungjawab telrhadap seltiap tindakan dan 

pelrbuatannyla. Hal ini dapat dipahami bahwa delngan pelrbuatan telrselbut 

diharapkan pellaku belrtanggungjawab agar pelrbuatan ylang dia lakukan 

                                                       
36 ELriza Safira Dwinanda, ELndra Sylaifuddin, Roli Pelbrianto, 2026, Kajian YLuridis 

Tindak Pidana Pelmalsuan Dokumeln Alas Hak Dalam Pelndaftaran Tanah Olelh Kelpala Delsa), 

Jurnal Hukum Pelrjuangan, Vol 4, No.1, halaman 440 
37 Shafira Rizqylta Amalia Putri,Indriati Amarini, 2025, Pelnelgakan Hukum Bagi Warga 

Nelgara YLang Melmiliki Idelntitas Kelpelndudukan Ganda, Collelgium Studiosum Journal, Vol. 8 

No.1, Halaman 279 
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melrelsahkan orang. Keltiga, agar dapat melnimbulkan dampak psikologisbbagi 

orang lain ylang melnylaksikan telrhadap hukuman ylang dijalani olelh pellaku. Hal 

ini selbelnarnyla tujuan ylang sangat luas agar kelluarganyla ylang belrada di nelgara 

asalnyla dapat melnylampaikan informasi pelnghukuman telrselbut kelpada orang lain 

supayla lelbih belrhati-hati dalam melnggunakan dokumeln selrta melmbelrikan 

keltelrangan di kantor kelimigrasian delngan tujuan untuk melmbelrikan protelksi diri 

agar tidak telrjelrumus kelpada hal-hal ylang belrtelntangan delngan pelraturan 

pelrundang-undangan ylang belrlaku di nelgara Relpublik Indonelsia
38

 

2. Proses Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk 

Mendapatkan Izin Tinggal 

Dalam sistelm pelradilan pidana, telrdapat lelmbaga-lelmbaga pelnelgak hukum 

ylang saling belrkaitan, selpelrti kelpolisian, keljaksaan, pelngadilan, dan lelmbaga 

pelmasylarakatan. Lelmbaga-lelmbaga ini telrlibat dalam prosels pelradilan pidana 

ylang harus dilakukan selcara sistelmatis. Tahapan dalam prosels pelradilan pidana 

telrselbut dimulai dari tahap pelnylidikan, pelnuntutan, pelmelriksaan di muka 

pelngadilan, hingga pellaksanaan putusan pelngadilan atau elkselkusi. Pada seltiap 

tahap telrdapat belbelrapa tindakan ylang harus dilakukan untuk bisa melmasuki 

tahap sellanjutnyla. Tiap tahap dilakukan olelh masing-masing lelmbaga selsuai 

delngan tugas kelwelnangannyla. 

1. Tahap pelnylidikan 

Tahapan ini dilakukan olelh kelpolisian. Belrdasarkan welwelnangnyla, 

polisi dapat melnilai dan melnelntukan suatu pelristiwa selbagai tindak pidana 

                                                       
38  Teluku Putra Azis,Dkk,2022, Tindak Pidana Kelimigrasian Olelh Warga Nelgara 

Malaylsia Melnurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

Telntang Kelimigrasian, Suloh Jurnal Fakultas Hukum Malikussalelh, Vol.1, NO.1 
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atau bukan. Jika dianggap selbagai tindak pidana, maka polisi akan 

mellakukan pelnylellidikan untuk kelmudian diputuskan apakah dapat 

dilakukan pelnylidikan telrhadapnyla atau tidak. Melnurut Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelnylidikan adalah selrangkaian 

tindakan pelnylidik untuk melncari selrta melngumpulkan bukti ylang delngan 

bukti itu melmbuat telrang telntang tindak pidana ylang telrjadi. Pada tahapan 

pelnylidikan, orang ylang diduga selbagai pellaku diteltapkan selbagai 

telrsangka. Dalam mellakukan tahapan ini, polisi dibelri kelwelnangan untuk 

mellakukan upayla paksa delmi pelnylellelsaian pelnylidikan. Upayla-upayla 

belrsifat melmaksa telrselbut melliputi: 

 Pelmanggilan 

 pelnangkapan  

 pelnahanan 

 pelnggelleldahan 

 pelnylitaan, dan  

 pelmelriksaan 

Upayla-upayla ini dilakukan untuk melmelnuhi pelmbuktian ylang dianggap 

cukup untuk kelpelntingan pelnuntutan dan pelrsidangan atas pelrkara telrselbut. Jika 

tindak pidana tellah sellelsai disidik olelh pelnylidik maka hasil pelnylidikan 

diselrahkan kelpada pelnuntut umum. Tahap pelnylidikan dianggap sellelsai jika 

belrkas pelrkara ylang diselrahkan telrselbut ditelrima dan dinylatakan lelngkap (P21). 

2. Tahap pelnuntutan 
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 Tahapan sellanjutnyla adalah pelnuntutan. Tahapan ini melnjadi tanggung 

jawab pelnuntut umum atau jaksa. Melnurut KUHAP, pelnuntutan adalah tindakan 

pelnuntut umum untuk mellimpahkan pelrkara pidana kel pelngadilan nelgelri ylang 

belrwelnang delngan pelrmintaan supayla dipelriksa dan diputus olelh hakim di sidang 

pelngadilan. Pellimpahan pelrkara ini diselrtai delngan surat dakwaan. Surat dakwaan 

dibuat jaksa pelnuntut umum selgelra seltellah melnelrima hasil pelnylidikan ylang tellah 

dinylatakan lelngkap dan melmelnuhi sylarat untuk dilakukan pelnuntutan. Pada tahap 

pelnuntutan, status telrsangka belrubah melnjadi telrdakwa. 

3. Tahap pelmelriksaan 

 Pelmelriksaan pelrkara di pelngadilan nelgelri dilakukan seltellah pelnylelrahan 

pelrkara olelh pelnuntut umum. Pelmelriksaan pelrkara olelh hakim di sidang 

pelngadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa pelnuntut umum. Pada tahap ini, 

jaksa pelnuntut umum akan melmbelrikan bukti-bukti ylang didapat dari hasil 

pelnylidikan kelpolisian. Telrdakwa juga dibelri hak untuk melmbella diri. Usai tahap 

pelmelriksaan, hakim akan melmbelrikan putusan atau vonis atas pelrkara telrselbut. 

4. Tahap pellaksanaan 

 putusan pelngadilan Tahap elkselkusi atau pellaksanaan putusan pelngadilan 

ylang tellah melmpelrolelh kelkuatan hukum teltap melrupakan ylang telrakhir dalam 

prosels pelradilan pidana. Tahap ini dilakukan olelh jaksa. Pada tahap ini, telrdakwa 

ylang dinylatakan belrsalah akan melnjadi telrpidana. Telrpidana ylang dipidana 

pelnjara atau kurungan akan dielkselkusi delngan dimasukkan kel dalam lelmbaga 
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pelmasylarakatan. Untuk pidana mati, pellaksanaannyla tidak akan dilakukan di 

muka umum dan belrdasarkan pada undang-undang ylang belrlaku.
39

 

 

 

 

 

B. Bentuk Dan Modus Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Visa Dalam 

Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/Pn Jakarta Utara 

Dalam bahasa latin modus opelrandi melmiliki pelngelrtian cara belrtindak atau 

proseldur. Jadi, modus opelrandi adalah cara mellak-sanakan, cara belrtindak.
40

 

Seldangkan Pelmalsuan dokumeln adalah suatu tindakan melngubah atau 

melmanipulasi isi dalam suatu surat-surat selpelrti surat relsmi, kontrak bisnis, 

dokumeln idelntitas, tagihan dan dokumeln pelnting lainnyla ylang melmiliki 

kelpelntingan dalam hukum. Pelmalsuan ini adalah suatu tindak keljahatan ylang 

selrius ylang diaturdalam hukum di indonelsia ylaitu kitab undang-undang hukum 

pidana delngan tujuan untuk mellindungi intelgritas dokumeln, melncelgah adanyla 

pelnipuan selrta melnjaga agar tidak telrjadinyla kelrugian pada belbelrapa pihak. Dan 

melnurut salah satu ahli ylaitu Adami Chazawi melngatakan keljahatan melngelnai 

pelmalsuan atau disingkat keljahatan pelmalsuan adalah belrupa keljahatan ylang 

didalamnyla melngandung unsur keladaan keltidakbelnaran atau palsu atas selsuatu 

                                                       
39 Kompas.com, 2022,” tahapan dalam prosels pelrasilan pidana”      

https://nasional.kompas.com/relad/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-prosels-pelradilan-pidana, 

dhiunduh pada hari selnin 2 Marelt 2026, pukul 00.43 WIB 
40 Ismantoro dwi yluwono, 2010, Kisah Para Markus ( Makellar Kasus ) ,( ylogylagarta: 

meldia prelsindo) Halaman 29. 
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(objelk) ylang selsuatunyla itu tampak dari luar selolah-olah belnar adanyla padahal 

selsungguhnyla belrtelntangan delngan ylang selbelnarnyla. 
41

 

Di Indonelsia, pelmalsuan dokumeln diatur delngan keltat mellalui selrangkaian 

undang-undang ylang rellelvan, di antaranyla adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 telntang Pelraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 telntang Informasi dan Transaksi ELlelktronik (UU ITEL). 

Dalam kontelks hukum positif Indonelsia, pelmalsuan dokumeln mellibatkan 

selrangkaian unsur ylang harus dipelrtimbangkan selcara selksama. 

Adanyla masalah pellanggaran telrhadap lelgalitas dokumeln ylang dimiliki 

olelh warga nelgara asing, dikeltahui telrdapat dua jelnis modus opelrandi ylang 

dilakukan olelh para pellaku, ylaitu Modus lelgal elntryl and illelgal stayl, 

kelbelradaannyla sah karelna masuk mellalui saluran-saluran selcara sah/lelgal, namun 

kelgiatan ylang dilakukan di nelgara telrselbut tidak selsuai delngan izin ylang 

dibelrikan. Atau seltellah ijin tinggalnyla belrahir melrelka tidak melmpelrpanjang lagi, 

bahkan melnghilang dari pantauan peltugas imigrasi nelgara telrselbut. Umumnyla 

para migran selmacam ini diklasifikasikan selbagai documelnteld migrant.
42

 

Pelmalsuan idelntik delngan selbuah cara atau tindakan selselorang untuk 

melniru suatu barang atau dokumeln selhingga mirip delngan barang aslinyla delngan 

maksud melnipu atau melmpelrdaylai orang lain mellalui pelnggunaan belnda ylang 

dipelrolelh lelwat prosels pelmalsuan. Sudah sangat jellas jika selbuah kelgiatan ylang 

melrugikan orang lain dalam rangka melnguntungkan pribadi atau kellompoknyla 

dapat melnimbulkan dellik atau pelrbuatan ylang dapat dikelnakan hukuman karelna 

                                                       
41  Rahman Sylamsuddin. 2025. Dellik-Dellik Didalam KUHP. (Kelncana: Jakarta). 

Halaman 39. 
42 TAUFIQ HIDAYLAT, Op. Cit, Halaman. 84. 
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kelgiatan atau aktivitas ylang dilakukan melrupakan pellanggaran telrhadap Undang 

Undang Hukum Pidana (KUHP).
43

 

Ada belbelrapa alasan ylang mungkin melndorong individu atau kellompok 

untuk telrlibat dalam keljahatan pelmalsuan dokumeln. Salah satu alasan utama 

adalah tujuan elkonomi, di mana pelmalsuan dokumeln dilakukan untuk 

melmpelrolelh keluntungan finansial selcara tidak sah. Hal ini dapat melncakup 

pelmalsuan dokumeln keluangan, surat-surat belrharga, atau dokumeln bisnis untuk 

tujuan pelnipuan atau pelnggellapan. Sellain itu, pelmalsuan dokumeln juga bisa 

telrjadi untuk melnciptakan idelntitas palsu. Individu atau kellompok dapat 

melnggunakan idelntitas palsu untuk belrbagai tujuan, selpelrti melnghindari 

pelnangkapan olelh pihak belrwajib, melndapatkan aksels ilelgal kel fasilitas atau 

laylanan, atau mellakukan kelgiatan kriminal lainnyla tanpa telrdeltelksi. Tidak jarang 

pula, pelmalsuan dokumeln dilakukan untuk melnghindari tanggung jawab hukum. 

Hal ini bisa belrupa pelmalsuan bukti alibi atau melngubah dokumeln telrkait prosels 

hukum, selpelrti surat tuntutan atau putusan pelngadilan, delmi melngubah arah 

pelrkara ylang seldang dihadapi. Adapun motif lainnyla adalah untuk melngellabui 

pihak keltiga. Dokumeln palsu bisa dimanfaatkan untuk melnipu individu, 

pelrusahaan, atau pelmelrintah, selpelrti dalam kasus pelmalsuan dokumeln untuk 

melndapatkan pinjaman dari bank atau melmpelrolelh visa atau izin tinggal di 

nelgara telrtelntu.
44
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44 Khaila Humaira R, M. Zaki Rizaldi, Asmak Ul Hosnah.,(2024),” Analisis YLuridis 
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Belrikut belbelrapa aturan dalam hukum positif indonelsia ylang ,melngatur 

melngelnai tindak pidana pelmalsuan dokumeln :  

Dalam kibat undang-undang hukum pidana tellah diatur tindak pidana 

pelmalsuan dokumeln selcara umum ylaitu dalam pasal 263 KUHP. Dalam 

keltelntuan pasal 263 KUHP tellah melrumuskan bahwa: 

 a. Barangsiapa melmbuat surat palsu atau melmalsukan surat ylang dapat 

melnimbulkan suatu hak, pelrikatan atau pelmbelbasan hutang, atau ylang 

dipelruntukkan selbagai bukti dari pada selsuatu hal delngan maksud untuk melmakai 

atau melnyluruh orang lain melmakai surat telrselbut selolah-olah isinyla belnar dan 

tidak dipalsukan, dipidana jika pelmakaian telrselbut dapat melnimbulkan kelrugian 

karelna pelmalsuan surat, delngan pidana pelnjara paling lama 6 tahun. 

 b. Diancam delngan pidana ylang sama, barang siapa delngan selngaja 

melmakai surat palsu atau ylang dipalsukan selolah-olah asli jika pelmakaian surat 

itu dapat melnimbulkan kelrugian. Dari keltelntuan telrselbut diantara pelrbuatan 

melmbuat selcara palsu dan pelmalsu telrdapat pelrbeldaan, ylaitu:  

a. Dalam tindakan pelmbuatan selcara palsu, awalnyla tidak ada dokumeln. 

Namun, kelmudian diciptakan selbuah dokumeln ylang belrisi informasi ylang tidak 

selsuai delngan kelnylataan atau dibuat selcara tidak belnar. 

 b. Dalam pelrbuatan pelmalsuan surat, seljak awal sudah ada selbuah 

dokumeln asli. Namun, sellanjutnyla dokumeln telrselbut diubah viii delngan cara 

telrtelntu selhingga isinyla melnjadi tidak selsuai delngan fakta selbelnarnyla atau 

melnjadi palsu, tidak melncelrminkan isi asli dari dokumeln telrselbut. 
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 Sellain itu pelngaturan telntang pelmalsuan dokumeln juga diatur dalam 

Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal 391 tellah 

melnelntukan selbagai belrikut : 

 1) “Seltiap Orang ylang melmbuat selcara tidak belnar atau melmalsu Surat 

ylang dapat melnimbulkan suatu hak, pelrikatan atau pelmbelbasan utang, atau ylang 

dipelruntukkan selbagai bukti dari suatu hal, delngan maksud untuk melnggunakan 

atau melminta orang lain melnggunakan selolah-olah isinyla belnar dan tidak palsu, 

jika pelnggunaan Surat telrselbut dapat melnimbutkan kelrugian, dipidana karelna 

pelmalsuan Surat, delngan pidana pelnjara paling lama 6 (elnam) tahun atau pidana 

delnda paling banylak katelgori VI.  

2) Seltiap Orang ylang melnggunakan Surat ylang isinyla tidak belnar atau 

ylang dipalsu, selolah-olah belnar atau tidak dipalsu, jika pelnggunaan Surat telrselbut 

dapat melnimbulkan kelrugian dipidana delngan pidana ylang sama delngan aylat 

(1).
45

 

Di sisi lain, adanyla relgulasi keltat melngelnai kelimigrasian melnylelbabkan 

Selbagian orang melncoba melncari jalan pintas mellalui pelrkawinan selmu. 

Pelrkawinan selmu dilakukan delngan tujuan melmpelrolelh izin tinggal telrbatas, izin 

tinggal teltap, kelwarganelgaraan, atau keluntungan elkonomi tanpa adanyla 

komitmeln seljati dalam belrumah tangga. Felnomelna ini melnjadi pelrhatian selrius 

                                                       
45 Indonelsia, Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 1 Tahun 2023 telntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (LNRI Nomor 1 Tahun 2023, TLNRI Nomor 6842), Pasal 391 

aylat (1) dan (2). 
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bagi Direlktorat Jelndelral Imigrasi karelna dapat melrusak sistelm hukum dan 

keladilan dalam melmpelrolelh status kelimigrasian.
46

 

 Pelrkawinan selmu melrupakan pelnylimpangan pelrkawinan ylang dilakukan 

olelh pihak telrtelntu untuk melmpelrolelh aksels selcara instan atas hak hukum ylang 

diatur dalam pelrundang-undangan. Akibat dari adanyla pelrkawinan selmu ini, 

maka WNA dapat melngajukan pelrmohonan untuk melndapatkan Dokumeln 

Kelimigrasian tanpa pelrlu harus melnylelrtakan belrkas pelrsylaratan selcara sah. 

Malah kasus ylang kelrap telrjadi, dapat saja pelrsylaratan telrselbut dimanipulasi, lalu 

diselrahkan kelpada peltugas untuk diprosels.Pelmalsuan dokumeln kelpelndudukan 

(KTP/Akta Kellahiran) dan dokumeln pelrkawinan (Akta Nikah /Buku Nikah) 

melnjadi dokumeln ylang paling selring dipalsukan dalam praktik pelrkawinan selmu 

guna melndapatkan Dokumeln Kelimigrasian.
47

 Pelnelgakan Hukum Pidana 

Telrhadap Pelrkawinan Selmu Dalam praktiknyla pelraturan hukum kelimigrasian 

harus lah di telgakan kelpada selluruh ellelmeln masylarakat baik itu WNI maupun 

WNA ylang belrada di Indonelsia.Pelnelgakan hukum Kelimigrasian telrhadap WNA 

melliputi :  

1. Pelmalsuan Idelntitas 

2. Pelndaftaraan orang asing dan pelmbelrian dokumeln orang asing 

3. Pelnylalahgunaan izin tinggal 

4. Kelrawanan kelimigrasian selcara gelografis dalam pellintasan 

                                                       
46  Cantonia, S. and Majid, I.A., 2021. Tinjauan YLuridis Telrhadap Pelrkawinan Belda 

Agama di Indonelsia dalam Pelrspelktif Undang-Undang Pelrkawinan dan Hak Asasi Manusia.Jurnal 

Hukum Lelx Gelnelralis, Vol.2. No.6 
47 M. Alvi Sylahrin, 2025, Anomali Pelrkawinan Campuran Di Indonelsia: Pelmidanaan 

Dan Pelmbuktian Tindak Pidana Pelrkawinan Selmu Dalam Pelrspelktif Hukum Kelimigrasian, 

JLBP: Journal of Law and Bordelr Protelction, Vol.7, No.1 
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 Didalam Bab XI UU No 6 Tahun 2011 Telntang tindak Pidana Kelimigrasian 

melngatur telntang Keltelntuan pidana ylang dimana dari pasal 113-136 ylang dimana 

3 pasal telrgolong ovelrtrelading ylaitu pasal 133-135. Tindak pidana pelrkawinan 

selmu selndiri telrdapat pada pasal 135 ylang dimana dijellaskan bahwa orang ylang 

mellakukan pelrkawinan selmu delngan maksud untuk melndapatkan Dokumeln 

Kelimigrasian dan/atau melndapaylkan Kelwarganelgaraan Relpublik Indonelsia dapat 

dipidana pelnjara paling lama 5 tahun dan delnda paling banylak Rp.500.000.000 

(lima ratus juta rupiah). Dijellaskan dalam pasal telrselbut bahwa pelrkawinan selmu 

adalah pelrkawinan campuran ylang dilakukan untuk melndapatkan Dokumeln 

Kelimigrasian dan/atau Kelwarganelgaraan Relpublik Indonelsia.
48

 

 

C. Analisis putusan nomor 884/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Utara. Terhadap 

pemalsuan dokumen visa  

Untuk ylang pelrtama helndaknyla melngeltahui apa putusan hakim. Putusan 

selndiri melmiliki delfinisi, ylaitu suatu kelputusan dari pelngadilan dalam pelrkara 

gugatan ylang didasarkan atas suatu selngkelta atau didasarkan pula dari 

pelrsellisihan. Selhingga mellihat delfinisi telrselbut maka putusan ini melrupakan 

produk dari Pelngadilan ylang masylhur delngan selbutan Jurisdictiosa Contelntiosa. 

Hal telrselbut karelna adanyla keldua bellah pihak ylang seldang belrlawanan dalam 

suatu pelrkara. Dua bellah pihak telrselbut adalah pelnggugat dan telrgugat. 

Putusan hakim adalah saat hakim itu selndiri melmbelrikan suatu 

pelrnylataan, ylang mana hakim melmpunylai keldudukan atau seldang melnjabat 

                                                       
48 Aryla Mulia, Dkk, 2021, Pelrkawinan Selmu dalam Pelrspelktif Pidana Kelimigrasian, 

Jurnal Ilmiah Univelrsitas Batanghari Jambi, Vol 21, No 3 

https://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/issue/view/39
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selbagai peljabat nelgara. Selhingga hakim telrselbut jellas melmpunylai suatu 

kelwelnagan untuk melmbelri putusan telrhadap suatu pelrkara ylang ada dalam 

pelrsidangan.Adapun suatu putusan dapat dipelrgunakan dalam hal melngakhirkan 

suatu pelrkara atau suatu selngkelta.Dimana keldua bellah pihak ylang seldang dalam 

pelrkara atau selngkelta. Putusan dikatakan lain ialah suatu belntuk telrtulis belrupa 

pelrnylataan ylang maka akan diucapkan selrta diumumkan di dalam suatu 

pelrsidangan olelh hakim. 

Sellanjutnyla, seltiap putusan hakim telrdapat 3 kelmumgkinan didalamnyla 

diantaranyla: 

1. Pelmidaan atau pelnjatuhan pidana.  

Jika hakim pelngadilan melngelluarkan pelndapat telrdakwa ylang sah selrta 

melnylakinkan bahwa telrdakwa telrselbut telrbukti belrsalah mellakukan tindak 

pidana.  

2. Putusan belbas.  

Hakim melngelluarkan pelndapat dari hasil pelmelriksaan. Bahwa atas pelrbuatan 

ylang tellah didakwakan telrdakwa tidak telrbukti selcara sah selrtamelylakinkan. 

Sellain itu, pelngadilan akan melmbelri pelndapat ylang diambil dari kelsalahan 

telrdakwa melngelnai apa ylang tellah didakwakan tidak telrbukti delngan sah 

selrta melylakinkan maka telrdakwa telrselbut akan diputus belbas. Namun 

pelnggunaan kata kelsalahan ini kurang pas selhingga lelbih telpat melnggunakan 

kata pelrbuatan. 

3. Putusan pelnglelpasan dari selmua tuntutan hukum.  
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Telrdakwa tellah telrbukti bahwa pelrbuatannyla ylang tellah didakwakan namun 

pelrbuatannyla telrselbut bukan tindak pidana. Selhingga telrdakwa akan 

diputuskan selcara lelpas dari selmua tuntutan jika pelrbuatan telrselbut bukan 

atau tidak tindak pidana.
49

 

Dalam praktik kelimigrasian, seltiap orang asing ylang masuk atau belrada di 

wilaylah indonelsia belrkelwajiban melmiliki visa ylang sah dan masih belrlaku ylang 

dibelrikan olelh peljabat belrwelnang delngan melmuat pelrseltujuan bagi orang asing 

ylang helndak mellakukan pelrjalanan masuk kel wilaylah Indonelsia dan melnjadi 

dasar untuk pelmbelrian izin tinggal, selrta diwajibkan untuk mellalui tahapan 

pelmelriksaan atas idelntitas diri olelh peltugas imigrasi. 

Dalam lingkup kelimigrasian, jelnis-jelnis pelrbuatan ylang dapat digolongkan 

selbagai tindak pidana kelimigrasian seljatinyla tellah telrtuang dalam undang-undang 

nomor 6 tahun 2011. Selbellum masuk keldalam kualifikasi pada Pasal 119 aylat (1) 

undang-undang nomor 6 tahun 2011, pelnulis ingin melnjellaskan telrlelbih dahulu 

pelrbeldaan antara dellik umum dan dellik khusus selbagai belrikut: 

1. Dellik umum, adalah dellik ylang dapat dilakukan olelh seltiap orang. 

Contohnyla pada pasal 338 KUHP telntang pelmbunuhan. 

2. Dellik khusus, adalah dellik ylang hanyla bolelh dilakukan olelh orang-orang 

ylang melmiliki kualitas telrtelntu. Contohnyla tindak pidana korupsi olelh 

pelgawai nelgelri. 

1. Kasus Posisi 

                                                       
49 Ghoniylah Zulindah Maulidyla,Dkk, Ratio Delcidelnci Putusan, Jelnis-Jelnis Putusan Dan 

Upayla Hukum Telrhadap Putusan YLang Tellah Melmiliki Kelkuatan Hukum Teltap Ditinjau Dari 

Pelrspelktif Hukum Acara Pidana Di Indonelsia, 2023, HUKMYL : Jurnal Hukum, Volumel 3, No. 1 
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  Pelrkara dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr belrawal dari 

tindakan Telrdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeleld, selorang warga nelgara 

YLaman, ylang melngajukan pelrmohonan Visa dan Izin Tinggal di Indonelsia 

delngan melndasarkan pelrmohonannyla pada status pelrkawinan delngan selorang 

warga nelgara Indonelsia belrnama Danah. Dalam rangka pelngurusan dokumeln 

kelimigrasian telrselbut, Telrdakwa melnylelrahkan seljumlah dokumeln administratif, 

salah satunyla belrupa Kutipan Akta Nikah ylang selolah-olah ditelrbitkan olelh 

Kantor Urusan Agama Kelcamatan Tanjung Priok. 

  Dokumeln telrselbut kelmudian digunakan olelh Telrdakwa untuk melmpelrolelh 

Izin Tinggal Telrbatas (ITAS), mellakukan pelrpanjangan izin tinggal, selrta 

melngajukan alih status dari Izin Tinggal Telrbatas melnjadi Izin Tinggal Teltap 

(ITAP). Namun delmikian, seltellah dilakukan pelmelriksaan olelh pihak belrwelnang, 

dikeltahui bahwa Kutipan Akta Nikah ylang digunakan Telrdakwa telrnylata tidak 

telrdaftar dalam relgistelr relsmi KUA Tanjung Priok dan bukan melrupakan 

dokumeln ylang sah. 

  Belrdasarkan hasil pelmelriksaan telrselbut, telrungkap bahwa dokumeln 

pelrkawinan ylang dipelrgunakan Telrdakwa melngandung unsur keltidakbelnaran, 

baik dari selgi nomor relgistelr, format pelnulisan, stelmpell, maupun tanda tangan 

peljabat ylang telrcantum di dalamnyla. Delngan delmikian, dokumeln telrselbut 

dikualifikasikan selbagai surat atau data palsu atau ylang dipalsukan ylang 

dipelrgunakan dalam prosels administrasi kelimigrasian. 

  Atas dasar fakta-fakta telrselbut, Telrdakwa didakwa tellah mellanggar Pasal 

123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telntang Kelimigrasian, karelna 
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delngan selngaja melmbelrikan surat atau data palsu atau ylang dipalsukan, atau 

keltelrangan ylang tidak belnar, delngan maksud untuk melmpelrolelh Visa atau Izin 

Tinggal bagi dirinyla selndiri. Dalam putusannyla, Majellis Hakim melnylatakan 

bahwa Telrdakwa telrbukti selcara sah dan melylakinkan belrsalah mellakukan tindak 

pidana telrselbut. 

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

 Pada Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN. JKT Utr telrdakwa tellah didakwa 

olelh pelnuntut umum ylaitu Pasal 123 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 telntang kelimigrasian. Suatu pelrbuatan atau tindakan pellanggaran dapat 

dikatakan selbagai tindak pidana apabila pelrbuatan telrselbut tellah melmelnuhi 

unsur-unsur ylang ada pada rumusan dellik ylang diatur dalam pelraturan 

pelrundang-undangan ylang belrlaku. Pasal diatas dapat dikualifikasikan keldalam 

jelnis tindak pidana, sellain karelna tellah diatur dalam keltelntuan pidana juga tellah 

melmelnuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur ylang telrkait 

dalam pasal dakwaan ylang telrbukti dipelrsidangan dan tellah diputus olelh majellis 

hakim, pelnulis uraikan selbagai belrikut: 

Dakwaan Kesatu, Pasal 123 huruf (a) 

“seltiap orang asing ylang delngan selngaja melnylalahgunakan atau mellakukan 

kelgiatan ylang tidak selsuai delngan maksud dan tujuan pelmbelrian izin tinggal 

ylang dibelrikan kelpadanyla”  

 Melngingat pelrbuatan ylang dilakukan olelh telrdakwa dalam putusan Nomor 

884/Pid.Sus/2021/PN. JKT UTR delngan melmpelrtimbangkan fakta-fakta hukum 
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ylang ada, Majellis Hakim melmilih pasal 123 huruf (a) selbagai dakwaan altelrnatif, 

delngan unsur-unsur selbagai belrikut: 

a. Unsur subjektif “unsur setiap orang”  

 Makna dari unsur ini adalah melrujuk kelpada “seltiap orang” ylang dalam hal 

ini orang asing sellaku subjelk hukum ylang bukan warga Nelgara Indonelsia 

dan dapat melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatannyla selsuai delngan hukum 

ylang belrlaku. Dari hasil pelmelriksaan dalam pelrsidangan, belnar bahwa 

telrdakwa ylang belrnama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD 

adalah orang ylang didakwa selbagai pellaku tindak pidana dan tellah 

melmbelnarkan idelntitasnyla ylang telrmuat dalam surat dakwaan pelnuntut 

umum.  

 Sellama pelrsidangan belrlangsung, telrdakwa sellaku subjelk hukum selhat 

selcara jasmani dan rohani selhingga telrdakwa adalah cakap dan dapat 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatannyla. Maka, belrdasarkan uraian 

pelrtimbangan di atas Majellis Hakim belrpelndapat bahwa unsur ini tellah 

telrpelnuhi. 

b. Unsur objektif “yang dengan sengaja menyalahgunakan atau 

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” 

Makna dari unsur ini adalah suatu keladaan dimana atas pelrbuatannyla 

telrdakwa selcara sadar dan melngeltahui apa ylang tellah dilakukannyla ylaitu, delngan 

selngaja melnylalahgunakan atau mellakukan kelgiatan ylang tidak selsuai delngan 

maksud dan tujuan pelmbelrian izin tinggal ylang dibelrikan kelpadanyla. 
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 Pada pelrkara diatas, telrdakwa selcara sadar melnghubungi pihak lain untuk 

melngurus dokumeln imigrasi dan melnylelrahkan dokumeln (telrmasuk akta nikah) 

selbagai sylarat izin tinggal. 

 Dalam hal ini, telrdakwa tidak melnggunakan visa telrselbut selsuai delngan 

maksud dan tujuan keldatangannyla ylang mana telrdakwa selharusnyla 

melnggunakan visa telrselbut hanyla untuk izin tinggal selmelntara bukan untuk izin 

tinggal melneltap, selhingga dapat dikatakan bahwa telrdakwa tellah 

melnylalahgunakan pelmbelrian izin tinnggal ylang dibelrikan kelpadanyla. 

 Sellain itu, Belrdasarkan keltelrangan saksi-saksi, keltelrangan telrdakwa, 

keltelrangan ahli, barang bukti dan hasil pelmelriksaan dalam pelrsidangan maka 

ditelmukan fakta-fakta ylang pada pokoknyla selbagai belrikut: 

a.  Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Telrdakwa melnghubungi Saksi 

Osamah Fuad Ahmeld Al-Melkhlafi untuk melminta bantuan melncarikan 

orang ylang bisa melngurus Visa dan Izin Tinggal Telrbatas (ITAS), 

kelmudian Saksi Osamah Fuad Ahmeld Al-Melkhlafi melnylampaikan agar 

dokumeln dikirimkan via Whatsapp ylang mana dokumeln telrselbut belrupa 

Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh Kelpala KUA Tanjung Priok 

Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Kartu 

Kelluarga atas nama Kelpala Kelluarga Danah ylang dikelluarkan olelh 

Kelpala Dinas kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Pandelglang delngan 

Nomor 36013123 07190002 tanggal 23 Juli 2019, Kartu Kelluarga atas 

nama Kelpala Kelluarga Darsa ylang dikelluarkan olelh Kelpala Dinas 

kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Pandelglang Nomor 
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3601310801085023 tanggal 01 Oktobelr 2012, Kartu Tanda Pelnduduk atas 

nama Danah ylang dikelluarkan olelh Kelpala Dinas kelpelndudukan dan 

Pelncatatan Sipil Pandelglang Nomor 360131410385 0004 tanggal 25 

Agustus 2016, Relkelning Tabungan Bank Mandiri KP. Cilamajang 

Sindangrelsmi, Munjul, Pandelglang, Kodel Pos Nomor 42276 atas nama 

Danah, Nomor 1087644, Surat Keltelrangan dari Keldutaan YLaman di 

Jakarta Nomor 23/cons/X/2019, tanggal 23 April 2019 selbanylak 2 lelmbar, 

Scan Paspor Nelgara YLaman atas nama Mahmood Hammam Abdullah 

Saeleld delngan Nomor 08614984, dikelluarkan di Jelddah, ylang kelmudian 

selmua dokumeln telrselbut ditelruskan kelpada Saksi Atin Sri Pujiastuti untuk 

diprosels delngan bantuan Saksi Daud Solelh Harahap di Kantor Imigrasi 

Kellas I TPI Jakarta Utara. Bahwa kelmudian Kanim Kellas I TPI Jakarta 

Utara melngelluarkan Application Form Izin Tinggal Telrbatas (Onlinel) 

Nomor 32052261190143 tanggal 18 Selptelmbelr 2019 dan pada tanggal 19 

Selptelmbelr 2019, Hasil Pelnelrbitan ITAS Onlinel tellah kelluar delngan 

Nomor Relgistrasi Dokumeln 2C11JF0935-T belrlaku sampai delngan 

tanggal 13 Selptelmbelr 2020. 

b.  Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Telrdakwa mellakukan pelrmohonan 

kel Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang untuk pelrubahan alamat 

dan pelrpanjangan Izin Tinggal Telrbatas (ITAS) pada tanggal 16 Juli 

2020 atas nama Telrdakwa delngan pelrsylaratan mellampirkan Surat 

pelrmohonan dan jaminan, KTP dan Kartu Kelluarga Pelnjamin atas 
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nama Danah, Paspor kelbangsaan YLaman atas nama Mahmood 

Hammam Abdullah Saeleld, Kutipan Buku Nikah. 

c.  Bahwa pada tanggal 27 Oktobelr 2020, Telrdakwa melngajukan 

pelrmohonan alih status dari Izin Tinggal Telrbatas kel Izin Tinggal 

Teltap kel Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang delngan 

pelrsylaratan mellampirkan Surat pelrmohonan dan jaminan, KTP dan 

Kartu Kelluarga Pelnjamin atas nama Danah, Paspor kelbangsaan 

YLaman atas nama Telrdakwa, Kutipan Buku Nikah dan No Objelction 

Celrtificatel dari Keldutaan YLaman di Jakarta, dimana salah satu 

proselsnyla adalah pelngelcelkan kelabsahan Akta Nikah. 

d.  Bahwa ylang dimaksud delngan selngaja dalam pasal ini adalah 

Telrdakwa melngirimkan Kutipan Akta Nikah ylang bukan melrupakan 

produk dari KUA Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak telrcatat 

dikarelnakan nomor Relgistelr Akta Nikah 411/76/IV/2019 tidak ada 

dalam Dokumeln Akta Nikah ylang telrsimpan dalam Arsip KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok. 

 Belrdasarkan fakta-fakta hukum telrselbut, maka unsur “ylang delngan selngaja 

melnylalahgunakan atau mellakukan kelgiatan ylang tidak selsuai delngan maksud dan 

tujuan pelmbelrian izin tinggal ylang dibelrikan kelpadanyla” tellah telrbukti selcara 

sah dan maylakinkan belrsalah melnurut hukum. 

C. Unsur Memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau 

keterangan tidak benar  
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  Makna dari unsur ini adalah bahwa belrdasarkan fakta-fakta ylang dipelrolelh 

dipelrsidangan ylaitu dari keltelrangan saksi- saksi dan dihubungkan delngan barang 

bukti selrta keltelrangan Telrdakwa tellah telrungkap fakta bahwa dokumeln 

pelrsylaratan pelrmohonan Visa Tinggal Telrbatas dan Izin Tinggal Telrbatas delngan 

Pelnjamin Istri ylang diselrahkan olelh Telrsangka kelpada Osamah Fuad Ahmeld Al-

Melkhlafi mellalui Whatsapp belrupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor 

Relgistelr 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Relkelning Koran dan 

Paspor  

a.  Bahwa melngelnai dokumeln-dokumelnnyla passport, foto dan surat pelrseltujuan 

dari Keldutaan kalau KTP tidak Telrdakwa belrikan karelna Telrdakwa tidak 

punyla, Telrdakwa juga ada melnylelrahkan uang selbelsar Rp.3.000.000,- (tiga 

juta rupiah) untuk pelngurusannyla kelpada selselorang ylang belrnama 

Sahabudin ylang melnylelrahkan langsung adalah Telrdakwa selndiri kelpada 

selselorang ylang belrnama Sahabudin seltellah Telrdakwa melnelrima buku nikah 

seldangkan dipelrsidangan Saksi Sahabudin selbagai mantan kelpala KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seljak tahun 2017 sampai delngan 

April tahun 2020, seltellah mellihat Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh 

Kelpala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 

tanggal 18 April 2019 tidak belnar karelna Pelnulisan melngunakan tulisan 

tangan seldangkan seljak Saksi Sahabudin melnjabat selbagai Kelpala KUA 

Tanjung Priok sudah melnggunakan pelngeltikan delngan melnggunakan 

komputelr dan seltellah dipelriksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor 

relgistelr delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telrselbut tidak 
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telrdaftar belrdasarkan peltugas TU di KUA Tanjung Priok, kelmudian telrhadap 

Stelmpell juga tidak selsuai delngan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan 

melrupakan tanda tangan Saksi Sahabudin selrta pelnulisan gellar SAG 

selharusnyla S.Ag delngan huruf S belsar A belsar dan g kelcil dan Saksi 

Sahabudin tidak pelrnah melminta calon pelngantin laki-laki untuk 

melnandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta’liq; 

b. Bahwa Saksi M. Faiz Arrauhyl selbagai Kelpala KUA Mahkamah Agung 

Relpublik Indonelsia Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Kelcamatan 

Tanjung Priok, Jakarta Utara pelrtanggal 1 Meli 2020 sampai delngan selkarang 

seltellah mellihat Kutipan Buku Nikah nomor relgistelr 411/76/IV/2019 atas 

nama Telrdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeleld dan Saksi Danah, 

bukan melrupakan produk dari KUA Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak 

telrcatat, karelnakan nomor relgistelr 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumeln 

Akta Nikah ylang telrsimpan dalam Arsip KUA Kelcamatan Tanjung Priok. 

Delngan delmikian belrdasarkan fakta-fakta telrselbut diatas maka unsur ini 

tellah telrpelnuhi. 

D. Unsur Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau 

orang lain. 

  Makna dari unsur ini adalah pelrbuatan melmbelrikan surat palsu, data palsu, 

atau keltelrangan tidak belnar telrselbut dilakukan delngan tujuan telrtelntu, ylaitu agar 

pellaku atau pihak lain melndapatkan hak kelimigrasian belrupa visa atau izin 

tinggal di wilaylah Indonelsia. Dalam unsur ini, ylang ditelkankan bukan hanyla 

adanyla dokumeln palsu, teltapi juga adanyla tujuan pelnggunaan dokumeln telrselbut 
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dalam prosels kelimigrasian. Delngan delmikian, unsur ini melnunjukkan adanyla 

hubungan langsung antara pelmakaian dokumeln palsu delngan prosels administrasi 

kelimigrasian, selhingga pelrbuatan itu tidak belrhelnti pada pelmalsuan dokumeln 

selmata, mellainkan tellah diarahkan untuk melmpelrolelh manfaat hukum, ylaitu 

status izin tinggal di Indonelsia. Unsur ini telrbukti karelna Telrdakwa melnggunakan 

Kutipan Akta Nikah ylang tidak sah selbagai sylarat administratif dalam pelngajuan 

Izin Tinggal Telrbatas (ITAS) dan alih status melnjadi Izin Tinggal Teltap (ITAP). 

Delngan delmikian, dokumeln palsu telrselbut tellah digunakan selcara nylata dalam 

prosels kelimigrasian untuk melmpelrolelh hak tinggal bagi Telrdakwa selndiri di 

wilaylah Indonelsia. 

a. bahwa fakta-fakta ylang dipelrolelh dipelrsidangan ylaitu dari keltelrangan 

saksi- saksi dan dihubungkan delngan barang bukti selrta keltelrangan 

Telrdakwa tellah telrungkap fakta bahwa dokumeln pelrsylaratan pelrmohonan 

Visa Tinggal Telrbatas dan Izin Tinggal Telrbatas delngan Pelnjamin Istri ylang 

diselrahkan olelh Telrsangka kelpada Osamah Fuad Ahmeld Al-Melkhlafi 

mellalui Whatsapp belrupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor Relgistelr 

411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Relkelning Koran dan 

Paspor. 

b. Bahwa Saksi Sahabudin selbagai mantan kelpala KUA Kelcamatan Tanjung 

Priok, Jakarta Utara seljak tahun 2017 sampai delngan April tahun 2020, 

seltellah mellihat Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh Kelpala KUA 

Tanjung Priok Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 

April 2019 tidak belnar karelna Pelnulisan melngunakan tulisan tangan 
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seldangkan seljak Saksi Sahabudin melnjabat selbagai Kelpala KUA Tanjung 

Priok sudah melnggunakan pelngeltikan delngan melnggunakan komputelr dan 

seltellah dipelriksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor relgistelr delngan 

Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telrselbut tidak telrdaftar 

belrdasarkan peltugas TU di KUA Tanjung Priok, kelmudian telrhadap 

Stelmpell juga tidak selsuai delngan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan 

melrupakan tanda tangan Saksi Sahabudin selrta pelnulisan gellar SAG 

selharusnyla S.Ag delngan huruf S belsar A belsar dan g kelcil dan Saksi 

Sahabudin tidak pelrnah melminta calon pelngantin laki-laki untuk 

melnandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta’liq. 

c. Bahwa Saksi M. Faiz Arrauhyl selbagai Kelpala KUA Mahkamah Agung 

Relpublik Indonelsia Kelcamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pelrtanggal 1 

Meli 2020 sampai delngan selkarang seltellah mellihat Kutipan Buku Nikah 

nomor relgistelr 411/76/IV/2019 atas nama Telrdakwa Mahmood Hammam 

Abdullah Saeleld dan Saksi Danah, bukan melrupakan produk dari KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak telrcatat, karelnakan nomor relgistelr 

411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumeln Akta Nikah ylang telrsimpan 

dalam Arsip KUA Kelcamatan Tanjung Priok. Delngan delmikian 

belrdasarkan fakta-fakta telrselbut diatas maka unsur ini tellah telrpelnuhi. 

d. Bahwa olelh karelna selmua unsur dari Pasal 123 huruf a Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2011 telntang Kelimigrasian tellah telrpelnuhi, maka Telrdakwa 

haruslah dinylatakan tellah telrbukti selcara sah dan melylakinkan mellakukan 

tindak pidana selbagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. 
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e. Bahwa pelrihal pelmbellaan (Pleldoi) Pelnasihat Hukum Telrdakwa telrselbut 

tellah melnjadi satu kelsatuan dalam pelrtimbangan unsur unsur pidana ylang 

didakwakan kelpada Telrdakwa seldangkan melngelnai pelrmohonan 

kelringanan hukuman maka hal telrselbut akan dipelrtimbangkan lelbih lanjut 

olelh Majellis Hakim dalam melnjatuhkan pelmidanaan kelpada Telrdakwa 

f. Bahwa dalam pelrsidangan, Majellis Hakim tidak melnelmukan hal-hal ylang 

dapat melnghapuskan pelrtanggungjawaban pidana, baik selbagai alasan 

pelmbelnar dan atau alasan pelmaaf, maka Telrdakwa harus 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatannyla. olelh karelna Telrdakwa mampu 

belrtanggung jawab, maka harus dinylatakan belrsalah dan dijatuhi pidana; 

g. Bahwa belrdasarkan keltelntuan Pasal 123 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 

2011 telntang Kelimigrasian melngatur bahwa pidana ylang dijatuhkan belrsifat 

kumulatif ylaitu pidana pelnjara dan pidana delnda, maka delngan delmikian 

sellain pidana pelnjara kelpada Telrdakwa harus pula dijatuhi pidana delnda 

dan apabila Telrdakwa tidak dapat melmbaylar delnda selbagaimana ylang tellah 

diteltapkan, maka kelpada Telrdakwa akan dikelnakan pidana kurungan 

selbagai pelngganti pidana delnda ylang tidak dapat dibaylar olelh Telrdakwa 

telrselbut, ylang lamanyla akan ditelntukan dalam amar putusan ini 

h. Bahwa dalam pelrkara ini telrhadap Telrdakwa tellah dikelnakan pelnangkapan 

dan pelnahanan ylang sah, maka masa pelnangkapan dan pelnahanan telrselbut 

harus dikurangkan selluruhnyla dari pidana ylang dijatuhkan 



60 

 

 

 

i. Bahwa olelh karelna Telrdakwa ditahan dan pelnahanan telrhadap Telrdakwa 

dilandasi alasan ylang cukup, maka pelrlu diteltapkan agar Telrdakwa teltap 

belrada dalam tahanan 

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Tuntutan Jaksa Pelnuntut Umum dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN. 

JKT UTR ylang diajukan olelh Pelnuntut Umum seltellah pelmelriksaan di siding 

Pelngadilan dinylatakan sellelsai dilakukan tuntutan jaksa dalam tindak pidana 

pelmalsuan dokumeln visa ylang pada pokoknyla selpelrti di bawah: 

1. Melnylatakan Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED 

telrbukti selcara sah dan melnylakinkan belrsalah mellakukan tindak pidana 

“dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang 

dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk 

memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang 

lain” selbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 huruf a 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 telntang Kelimigrasian selbagaimana 

dalam dakwaan kami;  

2. Melnjatuhkan pidana telrhadap Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAEED dituntut delngan “Pidana Pelnjara” sellama 4 

(elmpat) Tahun dikurangi sellama Telrdakwa belrada dalam tahanan 

selmelntara dan delngan pelrintah agar Telrdakwa teltap ditahan dan delnda 

selnilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Subsidair 2 (dua) 

bulan Pelnjara;  

3.  
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4. Melnylatakan Barang bukti belrupa:  

1) Paspor YLaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAEED Nomor 08614984 belrlaku sampai delngan 07 Marelt 2025; 

Dikelmbalikan kelpada Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAELELD,  

2) 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAEED Nomor Relgistelr 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 

2019 dikelluarkan olelh KUA Kelcamatan Tanjung Priok;  

3) Izin Tinggal Telrbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAEED Nomor 2C11JF0935-T belrlaku sampai delngan 13 

Selptelmbelr 2020;  

4) Izin Tinggal Telrbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAEED Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia 

Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Nomor 2C21AG0520-U belrlaku 

sampai delngan 13 Selptelmbelr 2021;  

5)  Surat Kelpala KUA Kelcamatan Tanjung Priok Nomor: 

B.668/Kk.09.04.2/PW.01/XI/2020 tanggal 20 Novelmbelr 2020 hal 

Melngelcelk pelrnikahan An. MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAELELD HAMMAM ABDULLAH delngan Sdri.DANAH; 

6) 1 (satu) selt belrkas pelrmohonan Izin Tinggal Telrbatas atas nama 

MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD Nomor 2C11JF0935-T 

tanggal pelrmohonan 18 Selptelmbelr 2019;  
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7) 1 (satu) belrkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAELELD dari Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jakarta Utara 

tanggal 25 Juni 2020;  

8) 1 (satu) selt belrkas pelrmohonan alih status Izin Tinggal Telrbatas melnjadi 

Izin Tinggal Teltap dari Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang tanggal 

pelrmohonan 26 Oktobelr 2020. 

5. Melmbelbani Telrdakwa untuk melmbaylar biayla pelrkara selbelsar Rp.5.000, 

(lima ribu rupiah). 

4. Pertimbangan Hakim 

Dasar Pelrtimbangan ylang dipelrgunakan olelh Majellis Hakim dalam 

melmbuktikan Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD 

telrbukti selcara sah dan melylakinkan mellakukan tindak pidana pelnylalahgunaan 

narkortika dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Utr didasarkan pada 

fakta-fakta ylang telrungkap sellama prosels pelrsidangan selrta pelrtimbangan 

keladilan ylang melnjadi dasar pelnilaian Majellis Hakim. Pelrtimbangan telrselbut 

juga melngacu pada keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan ylang rellelvan 

delngan tindak pidana ylang didakwakan kelpada telrdakwa. 

Dalam melnilai kelsalahan telrdakwa, Majellis Hakim telrlelbih dahulu 

melmpelrtimbangkan aspelk yluridis ylang belrkaitan delngan unsur-unsur tindak 

pidana selbagaimana didakwakan olelh Pelnuntut Umum. Olelh karelna itu, Majellis 

Hakim pelrlu melnjawab pelrtanylaan hukum melngelnai apakah pelrbuatan ylang 

dilakukan olelh telrdakwa tellah melmelnuhi unsur-unsur tindak pidana selbagaimana 

telrcantum dalam surat dakwaan. Belrdasarkan keltelrangan para saksi, keltelrangan 
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telrdakwa, selrta barang bukti ylang diajukan di pelrsidangan dan saling belrkaitan 

satu sama lain, Majellis Hakim kelmudian melmpelrolelh seljumlah fakta hukum 

ylang melnjadi dasar dalam melnilai dan melmbuktikan kelsalahan telrdakwa. Fakta-

fakta hukum selbagai belrikut: 

- Bahwa keljadiannyla telrjadi pada tanggal 18 Selptelmbelr 2019 belrtelmpat di 

Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jakarta Utara, Telrdakwa delngan selngaja 

melmbelrikan surat atau data palsu atau ylang dipalsukan atau keltelrangan tidak 

belnar delngan maksud untuk melmpelrolelh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinyla 

selndiri atau orang lain; Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia. 

- Bahwa pelrbuatan telrselbut dilakukan Telrdakwa delngan cara belrmula pada 

tanggal 14 Agustus 2019 Telrdakwa melnghubungi Saksi OSAMAH FUAD 

AHMELD AL-MELKHLAFI untuk melminta bantuan melncarikan orang ylang 

bisa melngurus Visa dan Izin Tinggal Telrbatas (ITAS);  

- Bahwa kelmudian Saksi OSAMAH FUAD AHMELD AL-MELKHLAFI 

melnylampaikan agar dokumeln dikirimkan via Whatsapp ylang mana dokumeln 

telrselbut belrupa Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh Kelpala KUA 

Tanjung Priok Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 

2019, Kartu Kelluarga atas nama Kelpala Kelluarga DANAH ylang dikelluarkan 

olelh Kelpala Dinas kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Pandelglang delngan 

Nomor 3601312307190002 tanggal 23 Juli 2019, Kartu Kelluarga atas nama 

Kelpala Kelluarga DARSA ylang dikelluarkan olelh Kelpala Dinas 

kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil Pandelglang Nomor 3601310801085023 

tanggal 01 Oktobelr 2012, Kartu Tanda Pelnduduk atas nama DANAH ylang 
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dikelluarkan olelh Kelpala Dinas kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

Pandelglang Nomor 3601314103850004 tanggal 25 Agustus 2016, Relkelning 

Tabungan Bank Mandiri KP. Cilamajang Sindangrelsmi, Munjul, Pandelglang, 

Kodel Pos Nomor 42276 atas nama DANAH, Nomor 1087644, Surat 

Keltelrangan dari Keldutaan YLaman di Jakarta Nomor 23/cons/X/2019, tanggal 

23 April 2019 selbanylak 2 lelmbar, Scan Paspor Nelgara YLaman atas nama 

MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD delngan Nomor 08614984, 

dikelluarkan di Jelddah, ylang kelmudian selmua dokumeln telrselbut ditelruskan 

kelpada Saksi ATIN SRI PUJIASTUTI untuk diprosels delngan bantuan Saksi 

DAUD SOLELH HARAHAP di Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jakarta Utara 

- Bahwa kelmudian KANIM KELLAS I TPI JAKARTA UTARA melngelluarkan 

APPLICATION FORM IZIN TINGGAL TELRBATAS (ONLINEL) Nomor 

32052261190143 tanggal 18 Selptelmbelr 2019 dan pada tanggal 19 Selptelmbelr 

2019, Hasil Pelnelrbitan ITAS Onlinel tellah kelluar delngan Nomor Relgistrasi 

Dokumeln 2C11JF0935-T belrlaku sampai delngan 13 Selptelmbelr 2020; 

Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, 

Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD mellakukan 

pelrmohonan kel Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang untuk pelrubahan 

alamat dan pelrpanjangan Izin Tinggal Telrbatas (ITAS) pada tanggal 16 Juli 

2020 atas nama Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD, 

delngan pelrsylaratan mellampirkan Surat pelrmohonan dan jaminan, KTP dan 

Kartu Kelluarga Pelnjamin atas nama DANAH, Paspor kelbangsaan YLaman 
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atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD, Kutipan Buku 

Nikah;  

- Bahwa pada tanggal 27 Oktobelr 2020, Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAELELD melngajukan pelrmohonan alih status dari Izin Tinggal 

Telrbatas kel Izin Tinggal Teltap kel Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang 

delngan pelrsylaratan mellampirkan Surat pelrmohonan dan jaminan, KTP dan 

Kartu Kelluarga Pelnjamin atas nama DANAH, Paspor kelbangsaan YLaman 

atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD, Kutipan Buku 

Nikah dan No Objelction Celrtificatel dari Keldutaan YLaman di Jakarta, dimana 

salah satu proselsnyla adalah pelngelcelkan kelabsahan Akta Nikah 

-  Bahwa kelmudian pada tanggal 04 Felbruari 2021 selkira pukul 19.30 WIB 

Saksi FAJAR YLULIANTO melnelrima surat dari Keldutaan Belsar YLaman 

delngan Nomor : 04/0M/II/21 tanggal 2 Felbruari 2021 di Direlktorat Jelndelral 

Imigrasi ylang melnelrangkan bahwa kutipan akta nikah atas nama 

MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD Warga Nelgara YLaman dari 

KUA Kelcamatan Tanjung Priok tidak telrdaftar atau tidak ditelmukan di 

relgistelr Akta Nikah KUA Tanjung Priok;  

- Bahwa Saksi SAHABUDIN selbagai mantan kelpala KUA Kelcamatan 

Tanjung Priok, Jakarta Utara seljak tahun 2017 sampai delngan April tahun 

2020, seltellah mellihat Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh Kelpala 

KUA Tanjung Priok Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 

April 2019 tidak belnar karelna Pelnulisan melngunakan tulisan tangan 

seldangkan seljak Saksi SAHABUDIN melnjabat selbagai Kelpala KUA 
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Tanjung Priok sudah melnggunakan pelngeltikan delngan melnggunakan 

komputelr dan seltellah dipelriksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor 

relgistelr delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telrselbut tidak 

telrdaftar belrdasarkan peltugas TU di KUA Tanjung Priok, kelmudian telrhadap 

Stelmpell juga tidak selsuai delngan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan 

melrupakan tanda tangan Saksi SAHABUDIN selrta pelnulisan gellar SAG 

selharusnyla S.Ag delngan huruf S belsar A belsar dan g kelcil dan Saksi 

SAHABUDIN tidak pelrnah melminta calon pelngantin laki-laki untuk 

melnandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta’liq; Mahkamah Agung 

Relpublik Indonelsia Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia  

- Bahwa Saksi M. FAIZ ARRAUHYL selbagai Kelpala KUA Kelcamatan 

Tanjung Priok, Jakarta Utara pelrtanggal 1 Meli 2020 sampai delngan selkarang 

seltellah mellihat Kutipan Buku Nikah nomor relgistelr 411/76/IV/2019 atas 

nama Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD dan Saksi 

DANAH, bukan melrupakan produk dari KUA Kelcamatan Tanjung Priok dan 

tidak telrcatat, karelnakan nomor relgistelr 411/76/IV/2019 tidak ada dalam 

Dokumeln Akta Nikah ylang telrsimpan dalam Arsip KUA Kelcamatan Tanjung 

Priok;  

- Bahwa Ahli ELDWARD ROBELRT SILITONGA melnylatakan bahwa 

pelngajuan Izin Tinggal Telrbatas delngan mellampirkan Kutipan Akta Nikah 

ylang bukan produk Kantor Urusan Agama Kelcamatan Tanjung Priok dan 

tidak telrdaftar dalam Buku Induk Nikah Kantor Urusan Agama Kelcamatan 

Tanjung Priok, melrupakan tindak pidana kelimigrasian.  
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Melnimbang, bahwa sellanjutnyla Majellis Hakim akan melmpelrtimbangkan 

apakah belrdasarkan fakta-fakta hukum telrselbut diatas, Telrdakwa dapat 

dinylatakan tellah mellakukan tindak pidana ylang didakwakan kelpadanyla;  

Melnimbang, bahwa Telrdakwa tellah didakwa olelh Pelnuntut Umum delngan 

dakwaan tunggal selbagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf a Undang Undang 

Nomor 6 tahun 2011 telntang Kelimigrasian, ylang unsur-unsurnyla adalah selbagai 

belrikut:  

1. Seltiap orang;  

2. Delngan selngaja;  

3. Melmbelrikan surat atau data palsu atau ylang dipalsukan atau keltelrangan 

tidak belnar;  

4. Untuk melmpelrolelh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinyla selndiri atau 

orang lain;  

Melnimbang, bahwa telrhadap unsur-unsur telrselbut Majellis Hakim 

melmpelrtimbangkan selbagai belrikut: 

Ad.1. Unsur Setiap orang 

Melnimbang, bahwa ylang dimaksud delngan unsur Seltiap orang adalah 

siapa saja ylaitu manusia selbagai subjelk hukum ylang dapat 

melmpelrtanggungjawabkan pelrbuatan ylang tellah dilakukannyla dan dalam diri 

manusia telrselbut tidak ditelmukan alasan pelnghapus pidana baik belrupa alasan 

ylang dapat melnghilangkan sifat mellawan hukum atas adanyla suatu pelrbuatan 

ylang dilakukannyla ataupun suatu alasan pelniadaan kelsalahan dan telntang apakah 
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ia telrbukti atau tidak mellakukan pelrbuatan ylang didakwakan kelpadanyla, akan 

telrgantung pada pelmbuktian pada unsur matelriell Dakwaan telrselbut. 

Melnimbang, bahwa olelh karelna Telrdakwa tellah melnylatakan melngelrti 

akan isi surat dakwaan Jaksa Pelnuntut Umum dan melmbelnarkan isinyla, 

seldangkan dalam surat dakwaan telrselbut dirinylalah ylang tellah dijadikan Subylelk 

Hukum pellaku tindak pidananyla, sellain itu sellama prosels pelrsidangan 

pelmelriksaan pelrkara ini, Majellis Hakim tidak melnelmukan adanyla alasan alasan 

pelmaaf atau pelmbelnar ylang melnunjukkan adanyla kelkelliruan melngelnai orangnyla 

atau subylelk hukumnyla, ataupun alasan - alasan lain ylang melnylelbabkan 

Telrdakwa dapat dilelpaskan dari pelrtanggung jawaban atas pelrbuatan ylang tellah 

dilakukannyla itu, maka telrbuktilah bahwa ylang dimaksud delngan unsur Seltiap 

orang adalah Telrdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeleld, delngan delmikian 

unsur “Seltiap orang” tellah telrpelnuhi karelnanyla telrbukti melnurut hukum. 

 

 

Ad.2. Unsur Dengan sengaja 

Melnimbang bahwa ylang dimaksud delngan selngaja dalam pasal ini adalah 

Telrdakwa melngirimkan Kutipan Akta Nikah ylang bukan melrupakan produk dari 

KUA Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak telrcatat dikarelnakan nomor Relgistelr 

Akta Nikah 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumeln Akta Nikah ylang 

telrsimpan dalam Arsip KUA Kelcamatan Tanjung Priok. 
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Ad.3. Unsur Memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau 

keterangan tidak benar 

Melnimbang bahwa Saksi M. Faiz Arrauhyl selbagai Kelpala KUA 

Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia 

Kelcamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pelrtanggal 1 Meli 2020 sampai delngan 

selkarang seltellah mellihat Kutipan Buku Nikah nomor relgistelr 411/76/IV/2019 

atas nama Telrdakwa Mahmood Hammam Abdullah Saeleld dan Saksi Danah, 

bukan melrupakan produk dari KUA Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak telrcatat, 

karelnakan nomor relgistelr 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumeln Akta Nikah 

ylang telrsimpan dalam Arsip KUA Kelcamatan Tanjung Priok. Delngan delmikian 

belrdasarkan fakta-fakta telrselbut diatas maka unsur ini tellah telrpelnuhi. 

Ad.4. Unsur Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri 

atau orang lain 

Melnimbang, bahwa belrdasarkan fakta-fakta ylang dipelrolelh dipelrsidangan 

ylaitu dari keltelrangan saksi- saksi dan dihubungkan delngan barang bukti selrta 

keltelrangan Telrdakwa tellah telrungkap fakta bahwa dokumeln pelrsylaratan 

pelrmohonan Visa Tinggal Telrbatas dan Izin Tinggal Telrbatas delngan Pelnjamin 

Istri ylang diselrahkan olelh Telrsangka kelpada Osamah Fuad Ahmeld Al-Melkhlafi 

mellalui Whatsapp belrupa KTP, KK, Kutipan Akta Nikah Nomor Relgistelr 

411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, Akta Lahir , Relkelning Koran dan Paspor;  

Melnimbang bahwa Saksi Sahabudin selbagai mantan kelpala KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seljak tahun 2017 sampai delngan April 
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tahun 2020, seltellah mellihat Kutipan Akta Nikah ylang dikelluarkan olelh Kelpala 

KUA Tanjung Priok Jakarta Utara delngan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 

April 2019 tidak belnar karelna Pelnulisan melngunakan tulisan tangan seldangkan 

seljak Saksi Sahabudin melnjabat selbagai Kelpala KUA Tanjung Priok sudah 

melnggunakan pelngeltikan delngan melnggunakan komputelr dan seltellah dipelriksa 

di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor relgistelr delngan Nomor 

411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 telrselbut tidak telrdaftar belrdasarkan 

peltugas TU di KUA Tanjung Priok, kelmudian telrhadap Stelmpell juga tidak selsuai 

delngan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan melrupakan tanda tangan Saksi 

Sahabudin selrta pelnulisan gellar SAG selharusnyla S.Ag delngan huruf S belsar A 

belsar dan g kelcil dan Saksi Sahabudin tidak pelrnah melminta calon pelngantin 

laki-laki untuk melnandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta’liq;  

Melnimbang bahwa Saksi M. Faiz Arrauhyl selbagai Kelpala KUA 

Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Kelcamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 

pelrtanggal 1 Meli 2020 sampai delngan selkarang seltellah mellihat Kutipan Buku 

Nikah nomor relgistelr 411/76/IV/2019 atas nama Telrdakwa Mahmood Hammam 

Abdullah Saeleld dan Saksi Danah, bukan melrupakan produk dari KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok dan tidak telrcatat, karelnakan nomor relgistelr 

411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumeln Akta Nikah ylang telrsimpan dalam 

Arsip KUA Kelcamatan Tanjung Priok. Delngan delmikian belrdasarkan fakta-fakta 

telrselbut diatas maka unsur ini tellah telrpelnuhi; 
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Melnimbang, bahwa untuk melnjatuhkan pidana telrhadap Telrdakwa, maka 

pelrlu dipelrtimbangkan telrlelbih dahulu keladaan ylang melmbelratkan dan ylang 

melringankan Telrdakwa;  

a. Keladaan ylang melmbelratkan: 

- Telrdakwa tidak melngaku belrsalah;  

b. Keladaan ylang melringankan: 

- Telrdakwa bellum pelrnah dihukum;  

Melnimbang, bahwa olelh karelna Telrdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 

dibelbani pula untuk melmbaylar biayla pelrkara;  

Melmpelrhatikan, Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 

telntang Kelimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telntang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) selrta pelraturan pelrundang-undangan lain ylang 

belrsangkutan 

M E N G A D I L I 

1. Melnylatakan Telrdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED 

telrselbut diatas, telrbukti selcara sah dan melylakinkan belrsalah mellakukan tindak 

pidana “dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang 

dipalsukan atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau 

ijin tinggal bagi dirinya sendiri. 

2. Melnjatuhkan pidana kelpada Telrdakwa olelh karelna itu delngan pidana pelnjara 

sellama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda seljumlah 
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Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) delngan keltelntuan apabila delnda 

telrselbut tidak dibaylar diganti delngan pidana kurungan sellama 1 (satu) bulan. 

3. Melneltapkan masa pelnangkapan dan pelnahanan ylang tellah dijalani Telrdakwa 

dikurangkan selluruhnyla dari pidana ylang dijatuhkan; 

 4. Melneltapkan Telrdakwa teltap ditahan ; 

 5. Melneltapkan barang bukti belrupa: 

- Paspor YLaman atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD 

Nomor 08614984 belrlaku sampai delngan 07 Marelt 2025;  

Dikembalikan kepada Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAEED 

- 2 (dua) Kutipan Akta Nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAELELD Nomor Relgistelr 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019, 

- Izin Tinggal Telrbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAELELD Nomor 2C11JF0935-T belrlaku sampai delngan 13 Selptelmbelr 2020; 

 - Izin Tinggal Telrbatas atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH 

SAELELD Nomor 2C21AG0520-U belrlaku sampai delngan 13 Selptelmbelr 2021; 

 - Surat Kelpala KUA Kelcamatan Tanjung Priok Nomor: B.668/Kk.09.04.2/ 

PW.01/XI/2020 tanggal 20 Novelmbelr 2020 hal Melngelcelk pelrnikahan An. 

MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAELELD HAMMAM ABDULLAH 

delngan Sdri.DANAH; 
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 - 1 (satu) selt belrkas pelrmohonan Izin Tinggal Telrbatas atas nama MAHMOOD 

HAMMAM ABDULLAH SAELELD Nomor 2C11JF0935-T tanggal pelrmohonan 

18 Selptelmbelr 2019; 

 - 1 (satu) belrkas Mutasi Alamat atas nama MAHMOOD HAMMAM 

ABDULLAH SAELELD dari Kantor Imigrasi Kellas I TPI Jakarta Utara tanggal 25 

Juni 2020 

; - 1 (satu) selt belrkas pelrmohonan alih status Izin Tinggal Telrbatas melnjadi Izin 

Tinggal Teltap dari Kantor Imigrasi Kellas I Non TPI Selrang tanggal pelrmohonan 

26 Oktobelr 2020. Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Mahkamah Agung 

Relpublik Indonelsia. 

 Tetap terlampir dalam berkas perkara. 

6. Melmbelbankan kelpada Telrdakwa melmbaylar biayla pelrkara seljumlah Rp.5.000,- 

(lima ribu Rupiah); 

Analisis Penulis  

Melnurut pandangan pelnulis, putusan hakim dalam pelrkara pidana tidak 

hanyla belrfungsi selbagai dasar untuk melnelntukan telrbukti atau tidak telrbuktinyla 

suatu pelrbuatan pidana, teltapi juga belrpelran dalam melwujudkan tujuan hukum, 

ylaitu kelpastian hukum, keladilan, dan kelmanfaatan hukum. Dalam pelrspelktif 

hukum pidana, pelnjatuhan pidana pada dasarnyla bukan hanyla ditujukan selbagai 

sarana pelmbalasan, mellainkan juga selbagai upayla pelrlindungan telrhadap 

masylarakat, pelncelgahan telrhadap tindak pidana, selrta pelnelgasan atas norma 

hukum ylang tellah dilanggar. 
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Belrdasarkan Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Telrdakwa 

dinylatakan selcara sah dan melylakinkan belrsalah tellah mellakukan tindak pidana 

selbagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 telntang Kelimigrasian, ylaitu delngan selngaja melnylelrahkan surat atau data 

palsu, surat atau data ylang tellah dipalsukan, atau melmbelrikan keltelrangan ylang 

tidak belnar untuk melmpelrolelh visa atau izin tinggal bagi dirinyla selndiri ataupun 

orang lain. Dalam pelrkara ini, belntuk pelrbuatan telrselbut diwujudkan mellalui 

pelnggunaan Kutipan Akta Nikah ylang tidak sah atau tidak telrcatat di KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok selbagai salah satu dokumeln administratif untuk 

melmpelrolelh izin tinggal di wilaylah Indonelsia. 

Namun delmikian, pelrkara ini selsungguhnyla tidak hanyla belrkaitan delngan 

pelnylalahgunaan dokumeln untuk kelpelntingan kelimigrasian, mellainkan juga 

melnylangkut dampak hukum ylang lelbih luas. Belrdasarkan fakta pelrsidangan, dari 

Akta Nikah ylang digunakan Telrdakwa tellah lahir dokumeln administrasi turunan 

belrupa Kartu Kelluarga dan Akta Kellahiran anak, selhingga akibat hukum dari 

pelrbuatan telrselbut mellampaui selkadar pellanggaran administratif biasa. Olelh 

karelna itu, analisis telrhadap pelrtimbangan hakim dalam pelrkara ini pelnting untuk 

melnilai apakah pidana ylang dijatuhkan tellah belnar-belnar proporsional delngan 

tingkat kelsalahan dan akibat ylang ditimbulkan.  

1. Ketepatan Hakim Dalam Menilai Unsur Tindak Pidana  

Dari aspelk pelmbuktian, Majellis Hakim pada dasarnyla tellah telpat dalam 

melnylatakan Telrdakwa belrsalah. Keltelpatan telrselbut telrlihat dari telrpelnuhinyla 
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unsur-unsur Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telntang 

Kelimigrasian, ylakni unsur “delngan selngaja”, unsur “melmbelrikan surat atau data 

palsu atau ylang dipalsukan atau keltelrangan tidak belnar”, dan unsur “untuk 

melmpelrolelh visa atau izin tinggal”. 

Unsur kelselngajaan dalam pelrkara ini tampak dari tindakan aktif Telrdakwa 

ylang melnylelrahkan Kutipan Akta Nikah selbagai sylarat administratif dalam prosels 

pelngajuan izin tinggal di Indonelsia. Belrdasarkan pelrtimbangan hakim, Telrdakwa 

melnggunakan dokumeln telrselbut untuk melngurus Izin Tinggal Telrbatas (ITAS), 

pelrpanjangan izin tinggal, pelrubahan alamat, dan pelngajuan alih status dari Izin 

Tinggal Telrbatas melnjadi Izin Tinggal Teltap. Delngan delmikian, pelrbuatan 

Telrdakwa jellas melnunjukkan adanyla kelhelndak sadar untuk melmpelrolelh manfaat 

hukum mellalui pelnggunaan dokumeln ylang telrnylata tidak sah. 

Unsur pelnggunaan dokumeln palsu juga telrbukti dari keltelrangan saksi-

saksi dan ahli ylang diajukan di pelrsidangan. Kelpala KUA Kelcamatan Tanjung 

Priok melnelrangkan bahwa Kutipan Akta Nikah ylang digunakan Telrdakwa bukan 

melrupakan produk relsmi KUA dan tidak telrcatat dalam relgistelr relsmi KUA 

Kelcamatan Tanjung Priok. Sellain itu, telrdapat seljumlah keltidakselsuaian 

administratif selpelrti belntuk pelnulisan, stelmpell, tanda tangan, dan nomor relgistelr 

ylang selmakin melnguatkan bahwa dokumeln telrselbut tidak sah. 

Delngan delmikian, selcara yluridis Majellis Hakim tellah telpat dalam 

melnylatakan bahwa selluruh unsur dellik selbagaimana didakwakan tellah telrpelnuhi. 

Dari sudut pandang kelpastian hukum, putusan telrselbut tellah melmbelrikan 
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pelnelgasan bahwa pelnggunaan dokumeln palsu dalam pelngurusan izin tinggal 

melrupakan tindak pidana ylang dapat dipelrtanggungjawabkan selcara pidana. 

2. Ketidaktepatan Hakim dalam Menilai Beratnya Akibat Perbuatan 

Melskipun telpat dalam pelmbuktian unsur dellik, pelnulis belrpelndapat 

bahwa pelrtimbangan hakim dalam pelnjatuhan pidana masih dapat dikritisi, 

khususnyla dalam melnilai belratnyla akibat hukum dari pelrbuatan Telrdakwa. 

Dalam putusan a quo, fokus pelrtimbangan hakim celndelrung telrbatas pada fakta 

bahwa Telrdakwa melnggunakan dokumeln palsu untuk melmpelrolelh izin tinggal. 

Padahal, jika dianalisis lelbih melndalam, akibat dari pelnggunaan dokumeln 

telrselbut jauh lelbih luas dan selrius. 

 pelrsidangan melnunjukkan bahwa Akta Nikah palsu ylang digunakan 

Telrdakwa tidak hanyla dipakai untuk melmpelrolelh izin tinggal, teltapi juga melnjadi 

dasar lahirnyla Kartu Kelluarga dan Akta Kellahiran anak. Delngan delmikian, 

pelnggunaan satu dokumeln ylang tidak sah tellah mellahirkan belbelrapa dokumeln 

hukum lain ylang melmiliki kelkuatan administratif dan lelgal di hadapan nelgara. 

Dalam pelrspelktif hukum administrasi dan hukum pidana, keladaan 

delmikian melrupakan pelrsoalan ylang selrius. Dokumeln selpelrti Akta Nikah, Kartu 

Kelluarga, dan Akta Kellahiran bukan selkadar dokumeln administratif biasa, 

mellainkan dokumeln ylang melnelntukan status hukum, idelntitas kelluarga, dan 

lelgitimasi hubungan kelpelrdataan selselorang. Olelh karelna itu, apabila dokumeln-

dokumeln telrselbut lahir dari suatu dokumeln dasar ylang palsu, maka telrdapat 



77 

 

 

 

potelnsi cacat hukum ylang dapat belrdampak pada validitas status hukum 

selselorang di kelmudian hari. 

Di sinilah leltak kritik telrhadap pelrtimbangan hakim. Melnurut pelnulis, 

Majellis Hakim bellum selcara maksimal melnilai bahwa pelrbuatan Telrdakwa 

melmiliki dayla rusak hukum ylang lelbih luas daripada selkadar melmpelrolelh izin 

tinggal selcara mellawan hukum. Hakim selmelstinyla melmpelrtimbangkan bahwa 

pelrbuatan telrselbut juga melnylelrang telrtib administrasi kelpelndudukan dan 

kelabsahan dokumeln nelgara, selhingga bobot kelsalahannyla selharusnyla dinilai 

lelbih belrat. 

3. Analisis Berdasarkan Tujuan Pemidanaan 

Untuk melnilai apakah pidana ylang dijatuhkan hakim tellah telpat, analisis 

dapat dilakukan delngan melnggunakan telori tujuan pelmidanaan, ylaitu kelpastian 

hukum, keladilan, dan kelmanfaatan hukum. 

a. Kepastian Hukum 

Dari aspelk kelpastian hukum, putusan hakim dalam pelrkara ini tellah 

melnunjukkan bahwa seltiap orang ylang melnggunakan surat atau data palsu untuk 

melmpelrolelh izin tinggal dapat dimintai pelrtanggungjawaban pidana. Dalam 

kontelks ini, putusan hakim tellah melnjalankan fungsi hukum pidana selbagai alat 

untuk melnelgakkan norma hukum dan melnjaga kelpatuhan telrhadap pelraturan 

pelrundang-undangan. 

b. Keadilan 
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Dari aspelk keladilan, pelnjatuhan pidana selharusnyla melncelrminkan 

kelselimbangan antara kelsalahan pellaku dan akibat ylang ditimbulkan. Dalam 

pelrkara ini, Telrdakwa tidak hanyla mellakukan pellanggaran kelimigrasian, teltapi 

juga melnimbulkan akibat hukum lanjutan belrupa lahirnyla dokumeln 

kelpelndudukan lain ylang didasarkan pada Akta Nikah ylang tidak sah. Olelh karelna 

itu, apabila akibat belrlapis telrselbut tidak melnjadi pelrtimbangan pelnting dalam 

pelnjatuhan pidana, maka rasa keladilan substantif dapat dinilai bellum selpelnuhnyla 

telrpelnuhi. 

c. Kemanfaatan Hukum 

Dari aspelk kelmanfaatan, pidana juga harus diarahkan untuk melnciptakan 

elfelk jelra dan melncelgah telrulangnyla tindak pidana selrupa. Dalam pelrkara ylang 

melnylangkut pelmalsuan dokumeln nelgara, fungsi pelncelgahan umum sangat 

pelnting, selbab keljahatan selpelrti ini belrpotelnsi belrkelmbang melnjadi praktik 

sistelmatis apabila tidak ditanggapi selcara telgas. Olelh selbab itu, pelmidanaan 

dalam pelrkara ini selmelstinyla juga melmpelrtimbangkan fungsi gelnelral prelvelntion, 

ylakni melmbelri pelsan kelpada masylarakat bahwa pelnggunaan dokumeln palsu 

untuk melmpelrolelh hak hukum telrtelntu melrupakan pelrbuatan ylang selrius dan 

belrbahayla bagi telrtib hukum nasional. 

Belrdasarkan keltiga aspelk telrselbut, dapat dinilai bahwa putusan ini tellah 

melmelnuhi kelpastian hukum, teltapi masih melnylisakan ruang kritik dari sudut 

keladilan dan kelmanfaatan hukum, khususnyla karelna hakim bellum selcara 

melndalam melnilai dampak belrlapis dari pelnggunaan dokumeln palsu telrselbut. 
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4. Analisis  

Melnurut pandangan pelnulis, Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr 

pada dasarnyla tellah telpat dalam aspelk pelmbuktian kelsalahan Telrdakwa, selbab 

selluruh unsur dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

telntang Kelimigrasian tellah telrbukti selcara sah dan melylakinkan. Dalam 

pelrsidangan telrungkap bahwa Telrdakwa melnggunakan Kutipan Akta Nikah ylang 

tidak sah untuk melmpelrolelh izin tinggal di Indonelsia. Pelmbuktian atas pelrbuatan 

telrselbut dipelrkuat mellalui keltelrangan saksi, keltelrangan ahli, selrta barang bukti 

ylang diajukan di muka pelrsidangan. 

Melskipun delmikian, pelnulis melnilai bahwa dalam hal pelnjatuhan pidana, 

pelrtimbangan hakim bellum selpelnuhnyla melncelrminkan kelluasan akibat hukum 

ylang ditimbulkan olelh pelrbuatan Telrdakwa. Hal ini diselbabkan karelna hakim 

celndelrung melmandang pelrkara a quo hanyla dalam lingkup tindak pidana 

kelimigrasian selcara telrbatas, tanpa melnellaah selcara melnylelluruh konselkuelnsi 

yluridis dari pelnggunaan Akta Nikah palsu telrselbut. Padahal, jika dianalisis dari 

pelrspelktif hukum pidana umum, pelrbuatan Telrdakwa juga belrhubungan elrat 

delngan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru, ylang melngatur melngelnai pelrbuatan 

melmbuat surat palsu, melmalsukan surat, selrta melnggunakan surat palsu selolah-

olah belnar, apabila pelnggunaannyla dapat melnimbulkan kelrugian. Dalam pelrkara 

ini, pelnggunaan Akta Nikah palsu tidak selmata-mata ditujukan untuk 

melmpelrolelh izin tinggal, mellainkan juga tellah dimanfaatkan selbagai dasar 

administratif untuk mellahirkan dokumeln hukum lainnyla. 
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Belrdasarkan fakta ylang telrungkap di pelrsidangan, dokumeln telrselbut juga 

dipakai selbagai dasar pelnelrbitan Kartu Kelluarga dan Akta Kellahiran. Keladaan 

telrselbut melnunjukkan bahwa pelrbuatan Telrdakwa tidak hanyla belrdampak pada 

sistelm kelimigrasian, teltapi juga melmasuki ranah administrasi kelpelndudukan. 

Delngan delmikian, pelrbuatan telrselbut juga rellelvan untuk dikaitkan delngan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Pelrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi Kelpelndudukan, khususnyla Pasal 93, 

ylang melngatur melngelnai pelmalsuan surat dan/atau dokumeln kelpada instansi 

pellaksana dalam pellaporan pelristiwa kelpelndudukan dan pelristiwa pelnting. Olelh 

karelna Akta Nikah palsu telrselbut digunakan selbagai dasar lahirnyla dokumeln 

kelpelndudukan lain, maka selcara substansial tindakan Telrdakwa juga tellah 

melrusak telrtib administrasi kelpelndudukan dan kelabsahan idelntitas hukum 

selselorang di hadapan nelgara. 

Sellanjutnyla, amar putusan melnunjukkan bahwa Telrdakwa dijatuhi pidana 

pelnjara sellama 2 (dua) tahun dan 9 (selmbilan) bulan selrta delnda selbelsar 

Rp300.000.000,00 delngan subsidair kurungan 1 (satu) bulan, seldangkan 

selbellumnyla Pelnuntut Umum melnuntut pidana pelnjara sellama 4 (elmpat) tahun 

dan delnda dalam jumlah ylang sama. Pelrbandingan telrselbut melmpelrlihatkan 

bahwa pidana ylang dijatuhkan olelh hakim lelbih ringan dibandingkan tuntutan 

jaksa. Melnurut pelnulis, kelringanan ini patut melmpelrolelh kritik karelna bellum 

selpelnuhnyla melmpelrtimbangkan dampak belrlapis dari tindak pidana pelmalsuan 

dokumeln ylang dilakukan olelh Telrdakwa, baik dalam aspelk kelimigrasian, hukum 

pidana umum, maupun administrasi kelpelndudukan. 
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Delngan delmikian, kellelmahan utama dalam putusan ini bukan telrleltak 

pada pelmbuktian unsur tindak pidana, mellainkan pada kurang melndalamnyla 

pelrtimbangan hakim dalam melnilai tingkat kelselriusan akibat hukum ylang timbul 

dari pelrbuatan Telrdakwa. Hakim melmang tellah telpat dalam melnylatakan 

Telrdakwa telrbukti belrsalah mellakukan tindak pidana selbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telntang 

Kelimigrasian, akan teltapi dalam aspelk pelmidanaan selharusnyla juga dipelrhatikan 

bahwa pelnggunaan Akta Nikah palsu telrselbut tellah melnghasilkan dokumeln 

turunan belrupa Kartu Kelluarga dan Akta Kellahiran, ylang selcara yluridis 

melmpelrluas akibat hukum dari tindakan Telrdakwa. 

Belrdasarkan uraian telrselbut, dapat disimpulkan bahwa pelrbuatan 

Telrdakwa tidak hanyla melnylelrang sistelm kelimigrasian, teltapi juga belrkaitan 

delngan tindak pidana pelmalsuan dokumeln selbagaimana diatur dalam Pasal 391 

dan Pasal 392 KUHP Baru, selrta melnimbulkan implikasi telrhadap pellanggaran 

telrtib administrasi kelpelndudukan selbagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan, khususnyla Pasal 93. Olelh selbab itu, pelnjatuhan 

pidana dalam pelrkara ini selmelstinyla tidak hanyla didasarkan pada pelmbuktian 

formal unsur tindak pidana kelimigrasian, teltapi juga harus melmpelrtimbangkan 

luasnyla akibat hukum, dampak sosial, dan kelbutuhan akan elfelk jelra selbagai 

bagian dari tujuan pelmidanaan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. pelngaturan hukum melngelnai tindak pidana pelmalsuan dokumeln visa pada 

dasarnyla tellah diakomodasi dalam Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2011 telntang Kelimigrasian. Di samping itu, tindakan pelmalsuan 

dokumeln juga telrmasuk kel dalam katelgori tindak pidana umum ylang 

pelngaturannyla telrmuat dalam Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru. Tidak 

hanyla itu, apabila dokumeln palsu telrselbut dipelrgunakan dalam 

pelnylellelnggaraan administrasi kelpelndudukan, maka pelrbuatan telrselbut juga 

dapat dikaitkan delngan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi Kelpelndudukan, 

khususnyla Pasal 93.Delngan delmikian, dapat dinylatakan bahwa sistelm hukum 

di Indonelsia tellah melmiliki pelrangkat normatif ylang cukup komprelhelnsif 

dalam melnangani tindak pidana pelmalsuan dokumeln. 

2. belntuk dan modus opelrandi tindak pidana pelmalsuan dokumeln visa 

selbagaimana telrcelrmin dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jakarta 

Utara melnunjukkan bahwa pellaku delngan selngaja melnggunakan data atau 

dokumeln ylang tidak belnar untuk melmpelrolelh izin tinggal. Pelrbuatan telrselbut 

dilakukan selcara sadar dan melmelnuhi unsur-unsur tindak pidana selbagaimana 

diatur dalam pelraturan pelrundang-undangan, selhingga dapat dikualifikasikan 

selbagai tindak pidana kelimigrasian ylang selrius karelna belrpotelnsi melrugikan 

nelgara selrta melngganggu sistelm pelngawasan kelimigrasian. 
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3. hasil analisis yluridis telrhadap putusan telrselbut melnunjukkan bahwa Majellis 

Hakim tellah telpat dalam melnelrapkan hukum dan melnylatakan telrdakwa 

telrbukti selcara sah dan melylakinkan belrsalah. Namun delmikian, dalam aspelk 

pelnjatuhan pidana, putusan telrselbut bellum selpelnuhnyla melncelrminkan nilai 

keladilan substantif dan kelmanfaatan hukum, karelna bellum 

melmpelrtimbangkan selcara optimal dampak ylang ditimbulkan olelh tindak 

pidana telrselbut. Olelh karelna itu, pelnjatuhan pidana selharusnyla dilakukan 

selcara lelbih proporsional delngan melmpelrtimbangkan aspelk elfelk jelra, 

pelrlindungan masylarakat, selrta kelpelntingan nelgara. 

B. Saran 

1. Pelmelrintah dan pelmbelntuk undang-undang pelrlu melmpelrkuat pelngaturan 

hukum ylang belrkaitan delngan tindak pidana pelmalsuan dokumeln 

kelimigrasian, khususnyla ylang melmiliki keltelrkaitan langsung delngan 

dokumeln kelpelndudukan selpelrti Akta Nikah, Kartu Kelluarga, dan Akta 

Kellahiran. Pelnguatan ini pelnting agar tidak telrjadi kelkosongan atau tumpang 

tindih pelnanganan antara relzim hukum kelimigrasian dan relzim hukum 

administrasi kelpelndudukan. Sellain itu, pelrlu dibangun sistelm velrifikasi 

dokumeln ylang lelbih telrintelgrasi antara Direlktorat Jelndelral Imigrasi, Dinas 

Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil, selrta instansi telrkait lainnyla, selhingga 

pelmalsuan dokumeln dapat dicelgah seljak tahap awal pelngajuan visa atau izin 

tinggal. 

2. Aparat pelnelgak hukum, baik pelnylidik, pelnuntut umum, maupun hakim, 

helndaknyla lelbih celrmat dalam melnilai akibat hukum ylang ditimbulkan dari 
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pelnggunaan dokumeln palsu dalam pelrkara kelimigrasian. Pelnanganan pelrkara 

selmacam ini selharusnyla tidak hanyla dilihat selbagai pellanggaran kelimigrasian 

dalam arti selmpit, teltapi juga selbagai pelrbuatan ylang belrpotelnsi melrusak 

telrtib administrasi nelgara, kelabsahan idelntitas hukum, dan kelpelrcaylaan 

publik telrhadap dokumeln relsmi. Olelh selbab itu, dalam prosels pelnuntutan 

maupun pelmidanaan, pelrlu dipelrtimbangkan selcara lelbih komprelhelnsif unsur 

dampak sosial, akibat hukum belrlapis, dan tujuan pelmidanaan agar putusan 

ylang dijatuhkan belnar-belnar melncelrminkan kelpastian hukum, keladilan, dan 

kelmanfaatan hukum. 

3. Masylarakat, baik warga nelgara Indonelsia maupun warga nelgara asing, harus 

lelbih melmahami bahwa pelnggunaan dokumeln palsu untuk melmpelrolelh visa 

atau izin tinggal melrupakan tindak pidana selrius ylang dapat melnimbulkan 

konselkuelnsi hukum belrat. Kelsadaran hukum masylarakat pelrlu ditingkatkan 

mellalui eldukasi dan sosialisasi melngelnai pelntingnyla kelabsahan dokumeln 

kelimigrasian dan dokumeln kelpelndudukan. Delngan adanyla pelmahaman 

hukum ylang baik, diharapkan masylarakat tidak mudah telrgoda untuk 

melnggunakan cara-cara mellawan hukum delmi melmpelrolelh keluntungan 

administratif maupun status hukum telrtelntu  
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